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ABSTRAK

Elvi Fakhri Rezi, B 111 02 793-1. Tinjauan Terhadap Pratek Diskriminasi 
Dalam Penguasaan Pasar Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 
Tentang Larangan Praktek Monopoi dan Persaingna Usaha Tidak Sehat 
(studi kasus PT. Suracojaya Abadi Motor, UD. Sinar Baru dan Toko Sinar 
Alam Pralama). Di bawah bimbingan Nurhayati Abbas. (selaku pembimbing I) 
dan Winner Sitorus, (selaku pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan pelaku usaha 
yang telah menyebabkan praktek diskriminasi, serta mengetahui 
pelaksanaan sanksi bagi pelaku usaha yang telah melakukan kegiatan 
praktek diskriminasi.

Penelitian ini dilaksanakan di Makassar dengan objek penelitian 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pewakilan Makassar, PT. 
Suracojaya Abadi Motor, UD. Sinar Baru dan toko Sinar Alam Pratama. Jenis 
dan sumber data adalah data primer dan data sekunder dengan teknik 
pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak yang berkompeten. 
Disnmping wawancara, juga dilakukan penelitian kepustakaan dengan 
mempelajari dokumen-dokumen dan majalah yang berkaitan dengan 
materi, penelitian penulisan skripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pelaku usaha yang telah 
menyebabkan praktek diskriminasi dapat ditentukan dengan melihat adanya 
perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh pelaku usaha selaku distributor 
terh 3dap pelaku usaha selaku pengecer yang sama dan bergerak di bidang 
ya ,g sama pula dimana pelaku usaha selaku distributor tersebut memiliki 
po>isi dominan. Dalam hal ini pihak distributor memiliki kekuasaan yang 
besar dalam memberikan perlakuan. Sedangkan pelaksanaan sanksi bagi 
pelaku usaha yang melakukan praktek diskriminasi adalah dalam 
waktu 30 (tiga puluh) hari kerja diterimanya pemberitahuan putusan 
Komisi, terlapor wajib melaksanakan putusan Komisi tersebut dan 
melaporkan pelaksanaannya kepada KPPU. Dalam mengawasi 
pelaksanaan sanksi tersebut KPPU membentuk satu tim monitoring.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah telah mencatat, bahwa ekonomi pasar merupakan

sistem yang terbaik untuk membangun dan mempertahankan

kesejahteraan masyarakat. Karena dalam sistem ekonomi pasar

aktivitas produsen dan konsumen tidak direncanakan oleh sebuah

lembaga sentral, melainkan secara individual dijalankan oleh para 

pelaku ekonomi (Majalah Menjamin Persaingan Usaha yang Efektif,

2006 : 1).

Persaingan telah bertindak sebagai tangan-tangan tak terlihat

yang “mengarahkan" rencana masing-masing pelaku ekonomi. 

Persaingan menjadi motor penggerak dari sistem ekonomi pasar, 

karena sistem persaingan yang terbentuk secara sehat dapat 

membuat produksi, konsumsi dan alokasi sumber daya alam, manusia 

serta modal menjadi efisien. Oleh karena itu sebagai motor penggerak 

sistem ekonomi pasar, dituntut terwujudnya suatu sistem persaingan 

yang efektif, yaitu dengan melibatkan sejumlah besar pesaing bebas 

sehingga mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan

usaha tidak sehat.

Sebagai hukum positif, eksistensi Hukum Persaingan Usaha di 

Indonesia dimulai dan berkembang terhitung sejak diundangkannya 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
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Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli) pada 

tanggal 5 Maret 1999. Adapun tujuan pokok undang-undang Anti 

Monopoli tersebut adalah mewujudkan iklim usaha yang sehat 

sehingga memberikan kepastian dan kesempatan berusaha yang

sama baik kepada pelaku usaha besar, menengah, maupun pelaku

usaha kecil. Pasal 3 UU Antimonopoli menguraikan selengkapnya 

tujuan dari pembentukan undang-undang tersebut, yaitu sebagai

berikut:

a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi
nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat;

b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan
persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya
kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha 
besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;

c. Mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak 
sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan

d. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Tujuan pokok yang hendak dicapai untuk menciptakan iklim 

usaha yang sehat dengan diberlakukannya undang-undang Anti 

Monopoli tersebut adalah dengan menjaga kelangsungan persaingan. 

Persaingan perlu dijaga eksistensinya demi terciptanya efisiensi, baik 

bagi masyarakat konsumen maupun bagi setiap pelaku usaha.

Persaingan akan mendorong setiap pelaku usaha untuk 

melakukan usahanya seefisien mungkin agar dapat menjual barang 

dan/atau jasa dengan harga yang serendah-rendahnya. Sehingga 

apabila setiap pelaku usaha berlomba-lomba untuk paling efisien 

dalam rangka bersaing dengan pelaku usaha yang lain, maka pada

2



gilirannya konsumen dapat memilih alternatif terbaik bagi barang 

dan/atau jasa untuk kebutuhannya, sehingga menciptakan pula 

efisiensi bagi masyarakat sebagai konsumen.

Undang-undang Anti Monopoli telah mengatur mengenai 

perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran 

persaingan usaha beserta sanksinya. Sanksi bagi pelanggaran 

undang-undang tersebut adalah dapat berupa sanksi pidana pokok, 

sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 48, serta dapat 

juga diberikan sanksi pidana tambahan seperti diatur dalam Pasal 49.

Sejalan dengan Hal tersebut di atas, Pasal 19 Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan :

‘-!3ku Usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik 
sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat 
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat berupa :
a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk 

melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan ; 
atau

b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya 
untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha 
pesaingnya itu; atau

c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa 
pada pasar bersangkutan ; atau

d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Berdasarkan penjelasan pasal di atas secara tegas praktek 

diskriminasi merupakan kegiatan yang dilarang oleh undang-undang

Anti Monopoli. Akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak
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ditemukan praktek diskriminasi yang terjadi di kalangan pelaku usaha 

yang dapat mematikan persaingan sehat.

Berdasarkan pemberitaan harian Kompas tanggal 2 Nopember 

2006 bahwa telah terjadi praktek diskriminasi dalam sistem distribusi 

motor Yamaha yang dilakukan oleh PT. Suracojaya Abadi Motor

sebagai dealer induk sepeda motor Yamaha terhadap mixed channel 

selaku toko yang menjual berbagai macam merek motor, dimana

PT.Suracojaya Abadi Motor diduga melakukan perjanjian tertutup 

dengan UD. Sinar Baru dan Toko Sinar Alam Pratama sebagai sub 

dealer. Perjanjian tersebut berisi kesepakatan antara pihak PT. 

Suracojaya Abadi Motor dengan UD. Sinar Baru dan Toko Sinar Alam 

Pratama. PT. Suracojaya Abadi Motor melarang UD. Sinar Baru dan

Toko Sinar Alam menjual, memasok, mempromosikan serta memajang

(display) motor Yamaha di toko milik mixed channel apabila tidak 

membuka faktur terlebih dahulu sedangkan channel mumi selaku toko 

yang hanya menjual motor merek yamaha dapat menjual, 

mempromosikan serta memajang (display) tanpa membuka faktur 

terlebih dahulu. Hal ini mengakibatkan mued channel tidak mendapat

kesempatan untuk menjual motor Yamaha langsung kepada 

konsumen melainkan harus melalui sub dealer.

Lebih lanjut berdasarkan hasil prapenelitian 27 Nopember 2006 

bahwa selama satu tahun terakhir di Kota Makassar telah terjadi 15

4



(lima belas) kasus praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 

yang tercatat di Kantor KPPU Makassar.

Dengan terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang 

nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka selaku lembaga independen 

yang bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang Anti 

Monopoli KPPU dituntut untuk dapat menyelesaikan berbagai kasus

pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu untuk 

dilakukan Tinjauan Terhadap Praktek Diskriminasi Dalam Penguasaan 

Pasar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan

masalah adalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana kegiatan pelaku usaha telah menyebabkan praktek

diskriminasi ?

2. Bagaimanakah pelaksanaan sanksi terhadap pelaku usaha yang

melakukan kegiatan praktek diskriminasi ?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian adalah ;
a. Untuk mengetahui kegiatan pelaku usaha yang telah 

menyebabkan praktek diskriminasi.
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b. Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi terhadap pelaku usaha 

yang melakukan kegiatan praktek diskriminasi.

2. Kegunaan Penelitian adalah ;

Sebagai suatu penelitian karya ilmiah hukum, maka 

penelitian ini tentunya memiliki manfaat, terutama dalam . 

pengembangan ilmu hukum. Dengan demikian hasil penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi: 

a. Ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengetahuan tentang 

kegiatan pelaku usaha yang telah menyebabkan praktek 

diskriminasi.

b. Pelaku usaha, agar dapat mengetahui pelaksanaan sanksi

terhadap pelaku usaha yang melakukan praktek diskriminasi.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Menurut Pande Radja Silalahi (2003 : 23) bahwa sebuah syarat

mutlak atau conditio sine qua non bagi terselenggaranya ekonomi 

pasar adalah adanya persaingan dalam dunia usaha. Persaingan ini 

sendiri dapat dibedakan menjadi fair competition (persaingan sehat) 

dan unfair competilion (persaingan tidak sehat). Persaingan tidak 

sehat inilah yang pada akhirnya akan mematikan persaingan itu sendiri 

dan memunculkan apa yang disebut monopoli. Secara teori.

persaingan sempurna (perfect competition) adalah sistem pasar yang 

berada pada kontrol keinginan konsumen. Produsen merespon kepada 

keinginan konsumen dengan memproduksi apa yang diinginkan 

pembeli dan dalam persaingan yang terjadi di antara mereka, 

produsen memproduksi dengan harga yang terendah. Pasar sangat 

efisien, dalam arti tidak terdapat pengaturan kembali atas produksi 

atau distribusi yang akan mempengaruhi posisi dari setiap konsumen 

atau penjual itu sendiri (tidak membuat pihak lain terlihat jelek). 

Kesejahteraan masyarakat pada tingkat yang maksimal karena 

persediaan berada pada nilai yang tertinggi.

Lebih lanjut menurut Pande Radja Silalahi bahwa dalam praktek

sehari-hari, kondisi pasar semacam ini hampir tidak ada. Secara umum

monopoli adalah suatu kondisi pasar tanpa persaingan, dalam arti
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letMh dari 50% (lima puluh) persen pangsa pasar atas komoditi tertentu 

dikuasai oleh satu atau gabungan beberapa porusahaan. Sedangkan 

menurut hukum positif nasional, dapat dikatakan pula bahwa 'monopoli

adalah Penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang 

dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau 

satu kelompok pelaku usaha*. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (2)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Anti Monopoli menyatakan 

bahwa praktek Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh

satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya 

produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu 

sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat 

merugikan kepentingan umum.

Dalam praktek, tidaklah mudah untuk menentukan apakah

suatu' praktek ekonomi yang dijalankan oleh pelaku usaha dapat

digolongkan sebagai praktek monopoli atau tidak. Tentu saja harus 

dilihat dari banyak faktor yang melatarbelakangi praktek ekonomi

tersebut. Apabila pelaku usaha tersebut tidak mempunyai pesaing,

maka pelaku usaha tersebut adalah pelaku tunggal yang menguasai

pasar relevan, maka terjadi monopoli dalam bentuk yang paling 

mendasar. Dalam praktek sehari-hari, tentu saja monopoli semacam ini 

sama halnya seperti persaingan sempurna, hampir tidak ada

Kemudian jika pasar dikuasai oleh satu pesaing, yang memiliki pangsa 

pasar jauh lebih besar daripada pangsa pasar pesaing atau kelompok
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pesaing lain sehingga yang bersangkutan sanggup untuk menguasai 

maka dalam hal ini pun telah terjadi sistem yang monopolistik. 

Tetapi tentunya batasan pangsa pasar akan ditentukan berbeda-beda 

oleh UU Antimonopoli masing-masing negara.

Sutrisno Iwantono (2003 : 5) menyatakan bahwa struktur pasar 

secara teori dapat dibedakan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu :

a. Poriecl Compelilion atau pasar dengan persaingan sempurna. 

Biasanya ditandai dengan jumlah pembeli dan penjual yang 

banyak. Terdapat free entry dan free exrf atau kemudahan untuk 

keluar dan masuk pasar. Futly subtitute atau setiap barang bisa 

digantikan dengan barang lain yang berkarakter sama sehingga 

konsumen tidak tergantung kepada sualu produk (barang 

homogen). Dalam perfocl compelilion juga terdapat petfecl 

inlormation, dimana semua pelaku usaha memiliki pengetahuan 

lengkap terhadap pasar. Di sini semua pelaku usaha adalah price 

laker (penerima harga) sehingga tidak bisa mempengaruhi harga.

b. Monopolislic compelilion adalah struktur pasar yang sempurna 

dengan diferensiasi, misalnya produk sabun mempunyai komposisi 

yang sama tapi berbeda dalam kemasan dan penampilannya. Hal

pasar.

ini disebut difterentiated producl.

c. Oligopoli adalah pasar dimana hanya beberapa penjual dalam 

pasar dengan kecenderungan menjadi monopoli, karena di
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dalamnya adalah kolusi dalam wadah kartel. Maka ketika ia 

menjadi kartel, perilakunya akan menjadi monopoli, 

d. Monopolislic sebagai struktur pasar yang menjadi lawan dari 

perloct competition, dimana hanya terdapat penjual tunggal (sirtgle 

seiler). Ciri lainnya adalah produk dijual dengan harga tinggi 

dengan jumlah yang sedikit. Konsumen dieksploitasi dan dengan

kecenderungan untuk memangsa pelaku usaha lain untuk

meniadakan persaingan.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja (2000 : 13) menyatakan 

bahwa dimungkinkan dan diperkenankannya monopoli yang terjadi 

secara alamiah, tanpa adanya kehendak dari pelaku usaha tersebut

untuk melakukan monopoli.

Selanjutnya Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja menyatakan

bahwa ada beberapa argumen yang dapat dikemukakan sehubungan

dengan proses terjadinya monopoli secara alamiah, yakni:

1. Monopoli terjadi sebagai akibat dari suatu 'suporior skiir, yang

salah satunya dapat terwujud dari pemberian hak paten secara

eksklusif oleh negara, berdasarkan pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku kepada pelaku usaha tertentu atas hasil 

riset dan pengembangan atas teknologi tertentu. Selain itu ada juga 

t rf enal den9an is,ilah ‘t'ddo secret’, yang meskipun tidak 

roleh eksklusifitas 'pengakuan' oleh negara, namun dengan 

olr^ asianya mampu membuat suatu produk superior.
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3. Perbedaan penanganan misalnya : terhadap penyakit menurut jenis

dan stadium.

Jadi dapat dikatakan bahwa diskriminasi terhadap pelaku 

usaha tertentu adalah sikap yang membeda-bedakan antara pelaku 

usaha yang satu dengan yang lainnya dalam menjalankan kegiatan 

produksi dan atau pemasaran barang maupun jasa di bidang yang

sama.

Praktek diskriminasi terjadi karena adanya perlakuan perbedaan 

dari pelaku usaha selaku penjual/distributor terhadap pembeli selaku 

pengecer yang satu dengan yang lainnya, bahwa apabila 

pembeli/pengecer bersedia membeli produknya dengan syarat yang 

ditentukan oleh penjual/distnbutor maka pembeli/pengecer tersebut

mendapatkan hak-hak istimewa dari penjual/distributor. Sedangkan 

pembeli yang tidak mau mengikuti syarat dari penjual/distributor 

tersebut maka pembeii/pengecer tersebut tidak mendapatkan hak 

istimewa dari penjual/distributor. Hak-hak istimewa yang dimaksud di

atas adalah hak dimana pembeli solaku pengecer mendapat perlakuan 

yang istimewa dari penjual selaku distributor misalnya pemajangan

produk yang akan dijual oleh pembeli selaku pengecer.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Anti Monopoli 

menggolongkan diskriminasi dalam kegiatan yang dilarang dan lebih 

spesifik lagi pada penguasaan pasar. Pasal 19 Undang-undang Nomor 

5 Tahun 1999 Anti Monopoli menyatakan bahwa :
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Pelaku Usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik 
sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat 
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak 
sehat berupa;
a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk 

melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; 
atau

b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya 
untuk tidak melakukan hubungan dengan pelaku usaha pesaingnya 
itb; atau

c. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa 
pada pasar bersangkutan; atau

d. Melakukan praktek disknminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Berdasarkan ketentuan Pasal di atas maka dapat dikatakan 

bahwa terjadinya praktek diskriminasi karena adanya tindakan anti 

persaingan berupa:

1. Erclusive Dealing

Arie Siswanto (2004 : 44) menyatakan bahwa Exclusive 

dealing adalah praktek antara penjual dan pembeli yang berisi 

kesepakatan bahwa penjual bersedia menjual produknya dengan 

syarat bahwa pembeli tidak membeli produk pesaing penjual. Hal 

mi menyebabkan adanya perilaku pembedaan terhadap pelaku 

usaha yang bersifat pengecer, apabila pengecer tersebut tidak 

sepakat untuk memenuhi persyaratan tersebut maka terjadi 

pembedaan dengan pengecer yang bersedia memenuhi 

persyaratan dari penjual tersebut. Praktek exclusive dealing juga 

sering disebut sebagai refusal to deal. Di Amerika Serikat secara 

tegas praktek diskriminasi diatur oleh Section 3 Clayton Act yang
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dalam terjemahannya menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja 

(2000 : 148) menyatakan sebagai berikut:

'Perbuatan berikut dibawah ini dikatakan merupakan suatu 
perbuatan melawan hukum jika setiap pihak yang melaksanakan 
kegiatan dibidang perniagaan, dalam menjalankan usahanya 
tersebut
mengikatkan diri dalam suatu perjanjian untuk menjual suatu 
kebendaan (goods). barang-barang (v/ares), barang dagangan 
(merchandise), mesin-mesin, pasokan-pasokan atau komoditi 
lainnya, baik yang dilindungi dengan hak paten atau tidak, untuk 
dipergunakan (use), dipakai (consume) atau dijual kembali dalam 
Negara Amerika Serikat atau setiap bagian daripadanya atau 

. Distrik Kolombia atau setiap pulau yang berhubungan atau tempat- 
tempat lain yang masih berada dalam jurisdiksi Amerika Serikat, 
atau menetapkan suatu harga tertentu, atau memberikan diskonto, 
atau rabat atas harga, dengan syarat, perjanjian, atau ketentuan 
bahwa pihak penyewa (lesse) atau pembeli tersebut tidak akan 
mempergunakan atau melakukan hubungan dagang atas 
kebendaan, barang-barang, barang dagangan, mesin, pasokan 
lainnya yang berasal dari pihak pesaing usaha yang menyewakan 
(Icssor) atau penjual, jika penyewaan, penjualan atau perjanjian 
untuk menjual atau syarat, atau perjanjian atau ketentuan tersebut 
akan secara substansial mengurangi tingkat kompetisi atau 
bertujuan untuk menciptakan monopoli dalam satu atau lebih 
bidang usaha persaingan',

2. Boikot {boycotls)

baik menyewakan (lease) atau menjual, atau

Arie Siswanto (2004 : 45) menyatakan bahwa Boikot dalam 

konteks persaingan usaha merupakan tindakan mengorganisir

suatu kelompok untuk menolak hubungan usaha dengan pihak 

tertentu. Boikot merupakan suatu tindakan bersama yang dilakukan 

oleh sekelompok pengecer yang menolak membeli produk 

perusahaan tertentu yang karena suatu alasan tertentu. Dengan 

adanya pemboikotan maka terjadi diskriminasi terhadap pelaku

usaha tertentu.
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Dengan adanya tindakan anti persaingan tersebut di atas maka 

dapat dilihat bahwa diskriminasi dapat menghilangkan persaingan 

secara sehat dan mengakibatkan penguasaan pada pasar 

bersangkutan sehingga menimbulkan monopoli.

C, Proses Pemeriksaan Perkara terhadap pelanggaran Praktok 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sebagai suatu Komisi yang bertugas mengawasi pelaksanaan

Undang-undang Anti Monopoli. KPPU berwenang untuk melakukan 

pemeriksaan terhadap pelaku usaha, saksi ataupun pihak lain baik 

karena adanya laporan seperti yang termuat dalam pasal 39 dan

melakukan pemeriksaan berdasarkan inisiatif seperti yang terdapat

dalam Pasal 40 Undang-undang Anti Monopoli.

Pasal 39 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

menyatakan:

(1) . Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38
ayat (1) dan ayat (2). Komisi wajib melakukan Pemeriksaan 
Pendahuluan, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga 
puluh) hari setelah menerima laporan. Komisi wajib menetapkan 
perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.

(2) . Dalam pemeriksaan lanjutan. Komisi wajib melakukan
pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan.

(3) . Komisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari
pelaku usaha yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan.

(4) . Apabila dipandang perlu Komisi dapat mendengar keterangan
saksi, saksi ahli, dan atau pihak lain.

(5) . Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) dan ayat (4), anggota Komisi dilengkapi dengan surat tugas.
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Pasal 40 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

menyatakan:

(1) . Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha
apabila ada dugaan terjadi pelanggaran undang-undang ini 
walaupun tanpa adanya laporan.

(2) . Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan tatacara sebagaimana diatur dalam 
Pasal 39.

Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga (2005 : 15) menyatakan 

bahwa pemenksaan atas dasar laporan adalah pemeriksaan yang 

dilakukan oleh KPPU karena adanya laporan yang disampaikan, baik

oleh masyarakat yang dirugikan atau atas dasar laporan dari pelaku

usaha yang dirugikan oleh tindakan pelaku usaha yang dilaporkan 

Sedangkan pemenksaan atas dasar inisiatif dilakukan atas dasar

inisiatif dari KPPU sendiri.

Pasal 39 Undang-undang Antimonopoli mewajibkan KPPU

untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan berdasarkan laporan 

masyarakat, pihak yang dirugikan, atau pelaku usaha. Pengertian

pemeriksaan pendahuluan dijabarkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat 

(9) Keputusan KPPU No. 05/2000 yang menyatakan bahwa : 'Suatu 

tindakan KPPU untuk meneliti dan atau memeriksa laporan guna

menilai perlu atau tidak perlu dilakukannya pemeriksaan lanjutan’

Rachmadi Usman (2004; 112) menyatakan bahwa pemeriksaan 

pendahuluan yang dilakukuan oleh KPPU dalam waktu selambat- 

lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, akan
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ditetapkan perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan. Apabila

KPPU merasa perlu untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, maka 

dengan sendirinya KPPU akan melakukan pemeriksaan lanjutan.

Menurut keputusan KPPU No. 05/2000 Pasal 1 ayat (10) 

bahwa: 'Serangkaian Pemeriksaan dan atau penyelidikan yang 

dilakukan oleh majelis KPPU sebagai tindak lanjut pemeriksaan

pendahuluan*.

Dalam melakukan pemeriksaan lanjutan, KPPU wajib

melakukan pemerikasaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan.

Selain melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang

dilaporkan, KPPU dapat juga mendengar keterangan saksi, saksi ahli, 

dan/atau pihak lain bila dipandang perlu. Informasi atau keterangan 

yang diperoleh dari pelaku usaha yang dilaporkan dan dikategorikan 

sebagai rahasia porusahaan wajib dijaga kerahasiaannya oleh KPPU. 

Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan tersebut anggota KPPU wajib 

melengkapi diri dengan surat tugas.

Berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 

(UU Anti Monopoli) bahwa :

(1) . Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib
menyerahkan alat bukti yang dperiukan dalam penyelidikan dan 
atau pemeriksaan.

(2) . Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan
informasi yang diperlukan dalarri penyelidikan dan atau 
pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau 
pemeriksaan.

(3) . Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2). oleh komisi diserahkan
kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.
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Menurut ketentuan tersebut di atas, selama penyelidikan dan

pemeriksaan lanjutan berlangsung, pelaku usaha dan/atau pihak lain 

yang diperiksa mempunyai kewajiban menyerahkan alat bukti yang 

diperlukan dan dilarang menolak untuk diperiksa, dilarang menolak

memberikan informasi yang diperlukan, dan dilarang menghambat 

proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU. 

Bila pelaku usaha menolak diperiksa dan memberikan informasi yang 

diperlukan oleh KPPU, maka akan diserahkan kepada penyidik untuk 

disidik sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila kasus tersebut sudah 

sampai pada penyidik, yang menangani tidak lagi hanya pihak KPPU . 

melainkan juga pihak Kepolisian. KPPU menyerahkan kasus tersebut 

kepada penyidik untuk disidik dan tidak hanya perbuatan atau tindak 

pidana saja yang disidik; melainkan juga pokok perkara yang sedang

diselidiki atau diperiksa oleh KPPU.

Selanjutnya dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 5 Tahun

1999 (Anti Monopoli) menyatakan bahwa :

(1) . Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-
lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan 
lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat(1).

(2) . Bilamana diperlukan, jangka waktu pemeriksaan lanjutan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang paling 
lama 30 (tiga puluh) hari.

(3) . Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi
pelanggaran terhadap undang-undang ini selambat-lambatnya 30 
(tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2).

(4) . Putusan komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus
dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk 
umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha.
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Menurut ketentuan tersebut di atas. KPPU wajib menyelesaikan 

pemeriksaan lanjutan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 

(enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan. Apabila 

dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari KPPU belum selesai 

menyelesaikan pemeriksaan dan penilaian terhadap alat-alat bukti 

yang bisa berupa petunjuk, dan keterangan pelaku usaha maka 

pemeriksaan lanjutan tersebut dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga

puluh) hari, dan dalam jangka waktu tersebut pemeriksaan lanjutan

harus sudah selesai. Setelah selesai pemeriksaan lanjutan maka

KPPU wajib memutuskan bahwa telah terjadi atau tidak terjadi 

pelanggaran terhadap Undang-undang Anti Monopoli, Keputusan 

KPPU dilakukan dalam suatu sidang Majelis yang beranggotakan

sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Komisi.

D. Penegakan Hukum.

47) bahwa dalam 

menegakkan suatu peraturan atau hukum secara baik diperlukan 

adanya suatu organ penegak hukum yang memadai. Suatu aturan

Menurut Satjipto Rahardjo (1982

hukum betapapun baiknya secara substantif, tidak akan bisa berjalan 

dengan baik apabila tidak didukung oleh sistem penegakan hukum 

yang baik pula.

Hukum persaingan usaha memiliki karakteristik yang unik, 

sebab tidak hanya ditujukan pada terciptanya ketertiban masyarakat 

(public order), namun juga sedikit banyak berkepentingan dengan
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terciptanya efisiensi ekonomi melalui penciptaan dan pemeliharaan 

iklim persaingan usaha yang kondusif.

Arie Siswanto (2004 : 50) menyatakan bahwa mengingat hukum

persaingan usaha berkaitan erat dengan aktivitas berusaha (business

activity) dan masyarakat usaha sebagai tempat berlakunya, maka

dapat dimengerti apabila di banyak negara yang telah memiliki hukum

persaingan usaha yang komprehensif dibentuk organ khusus untuk

mengelola penegakan hukum persaingan usaha. Dengan kewenangan

yang dimiliki, organ-organ semacam itu akan memikul tanggung jawab
•

untuk menegakkan hukum persaingan usaha di satu sisi dan di sisi lain 

sekaligus menjaga supaya iklim berusaha tidak terganggu oleh

'intervensf hukum persaingan usaha.

Indonesia telah memiliki aturan hukum untuk mencegah

tindakan-tindakan yang menghambat persaingan yang efektif dan 

praktek monopoli, namun demikian ketentuan persaingan usaha baru

dimiliki sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tdak 

Sehat. Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang Anti Monopoli

tersebut dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

KPPU merupakan lembaga pengawas persaingan yang bersifat 

independen, terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta

pihak lain sehingga tidak dimungkinkan adanya pihak lain untuk 

mempengaruhinya dalam membentuk keputusan atau rekomendasi.
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KPPU berfungsi menyusun peraturan pelaksanaan dan memeriksa 

berbagai pihak yang diduga melanggar UU No. 5/1999 tersebut serta 

memberi putusan mengikat dan menjatuhkan sanksi terhadap para 

pelanggarnya

KPPU bertanggung jawab kepada presiden dan melaporkan 

hasil kerjanya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Komisi yang 

diresmikan pada tanggal 7 Juni 2000 ini terdiri atas 11 (sebelas)

anggota termasuk seorang ketua dan wakil ketua yang

pengangkatannya atas persetujuan DPR, dengan masa jabatan 5 

(lima) tahun.

Pasal 35 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak, menyatakan

bahwa ‘tugas komisi meliputi:

a. Melakuakan penilaian terhadap perjanjian yang dapat 
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai 
dengan Pasal 16;

b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan pelaku usaha dan atau 
tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya 
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;

c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya 
penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan 
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 
sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;

d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi
sebagaimana diatur dalam pasal 36;

e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan 
Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau 
persaingan usaha tidak sehat;

f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan 
Undang-undang ini;
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..lemceriKan iaporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada 
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat'.

Pasal 36 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

menyatakan bahwa ‘Wewenang Komisi meliputi:

a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dar pelaku usaha 
tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat;

b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan 
atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya 
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus 
dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 
yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang 
ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;

d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang 
ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat;

e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan 
pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;

f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang 
yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan 
undang-undang ini;

g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, 
saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud hurue 
dan huruf f. yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;

h. Meminta keterangan dari instansi Pemerinyah dalam kaitannya 
dengan penyelidikan dan tau pemeriksaan terhadap pelaku usaha 
yang melanggar ketentuan undang-undang ini;

i. Mendapat, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat 
bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;

j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di 
pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;

k. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang 
diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha 
tidak sehat;

l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku 
usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1999 dikenal aoanye 3 

(tiga) jenis tindakan yang «.dianggar «nentuan persampa*^ usar.:



• Yang tergolong dalam perjanjian yang dilarang : oligopoli, 

predalory pricing, pembaian wilayah, kartel, tmst, dan perjanjian

dengan pihak luar negeri.

• Yang tergolong dalam kegiatan yang dilarang : monopoli, 

monopsoni dan penguasaan pasar.

• Yang tergolong dalam posisi dominan : tidak ada.

Pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut akan 

diperiksa oleh KPPU yaitu suatu lembaga independen yang bersilat 

quasi-judisial. Meskipun tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana. KPPU 

mempunyai kewenangan yang besar untuk mengeliminasi praktek

usaha tidak sehat, misalnya kewenangan untuk memerintahkan

dihentikannya tindakan yang tergolong sebagai Perjanjian Yang 

Dilarang, Kegiatan Yang Dilarang serta Posisi Dominan. Apabila 

celaku usaha tidak mau mematuhi apa yang telah menjadi keputusan 

KPPU, maka pelaku usaha tersebut dianggap melakukan tindak 

pidana yang diancam dengan pidana denda atau kurungan.

Menurut Arie Siswanto (49 : 2004) Hukum persaingan usaha

dibuat bukan hanya untuk menciptakan ketertiban publik (public order)

dalam persaingan usaha, namun bertujuan juga untuk menciptakan

efisiensi ekonomi melalui jaminan persaingan usaha yang sehat dan

jujur. Persaingan usaha hanya akan tercipta melalui pendekatan

ekonomi pasar (market economic approach) dimana campur tangan 

(mlervensi) pemerintah dalam dunia usaha sangat dibatasi. Hal Ini
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bukan berarti campur tangan pemerintah terhadap pasar sama sekali 

ditiadakan, namun yang tidak dikehendaki adalah campur tangan yang 

bersifat tidak perlu (unnecessary govemment intervenlion,). 

Bagaimanapun juga sebagai kerangka kebijakan ekonomi untuk 

memperkuat pembangunan ekonomi, negara-negara perlu memiliki 

kebijakan persaingan (competition policy,) yang juga mencakup hukum 

persaingan usaha. Dalam rangka menegakan ketentuan-ketentuan 

persaingan usaha supaya dapat ditaati oleh para pelaku usaha, maka 

banyak negara melakukan berbagai pendekatan dalam penegakan 

hukum persaingan usaha, tidak terkecuali Indonesia. Berbagai 

pendekatan tersebut harus dilakukan secara sangat berhati-hati.

mengingat bidang usaha (business) dianggap sebagai bidang yang

sangat sensitif terhadap 'intervensi' peraturan perundang-undangan.

Pendekatan hukum pidana yang sangat represif dengan ancaman

sanksi yang berat terhadap pelanggaran ketentuan persaingan.

misalnya akan dapat berakibat pada tidak bebas atau leluasanya 

pelaku usaha menjalankan strategi bisnisnya karena rasa khawatir 

bahwa langkah yang akan ditempuh merupakan tindakan pelanggaran 

ketentuan persaingan usaha yang dapat dikenai sanksi yang berat. 

Adapun beberapa pendekatan yang ada dalam penegakan hukum 

persaingan usaha menurut Ari Siswanto (2004 : 63 - 67),yakni:

1. Pendekatan Por Se lllegal.



Pendekatan per se illegal digunakan terhadap tindakan- 

tindakan tertentu yang jelas-jelas melanggar hukum persaingan 

usaha sehingga dapat dikatakan sebagai tindakan yang ilegal. 

Hanya dengan membuktikan bahwa tindakan telah dilakukan dan 

tanpa melakukan analisis lebih jauh terhadap alasan-alasan yang 

mungkin dikemukakan untuk membenarkan tindakan tersebut, 

pengadilan dapat menentukan tindakan yang dilakukan bersifat 

illegal. Pendekatan per se illegal ini dapat dikatakan mirip dengan 

konsep “delik formal" dalam hukum pidana, dimana delik formal

dianggap terjadi apabila unsur-unsur tindak pidana yang

dicantumkan dalam undang-undang telah terpenuhi tanpa melihat

akibat tindakan yang dilakukan. Pendekatan ini dapat

menghasilkan beberapa tindakan, yaitu tindakan administratif, 

tindakan keperdataan maupun tindakan pidana. Tindakan

administratif yang dimaksudkan di sini adalah penggunaan sarana- 

sarana administratif untuk mengarahkan supaya tindakan yang 

diambil oleh para pelaku usaha sejalan dengan ketentuan- 

ketentuan persaingan usaha. Tindakan administratif disini bisa 

dalam berbagai bentuk, misalnya mulai dari kemungkinan

berkonsultasi dengan organ penegak hukum persaingan

(compotition aulhohty/competUkn ageney) tentang langkah-langkah 

usaha yang hendak dilaksanakan, pemberian izin terhadap suatu 

langkah usaha oleh competition authority. sampai pada pengenaan
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denda administratif dan sanksi-sanksi administratif lain atas pelaku

usaha yang dinilai melanggar hukum persaingan usaha. Dalam 

kerangka tindakan administratif, kewenangan yang bisa dimiliki 

oleh suatu competition authority atau organ pendukungnya antara 

lain sebagai berikut:

a. Memberikan kewenangan dan advis terhadap tindakan yang

hendak diambil oleh pelaku usaha.

b. Melakukan pengamatan umum (general survey,) terhadap 

aktivitas usaha, kondisi ekonomi, dan situasi monopolistik.

c. Menentukan apakah suatu perjanjian atau tindakan termasuk

sebagai/tindakan yang dikecualikan (excluded) maupun 

dibebaskan (exempled) dari ketentuan-ketentuan persaingan

usaha.

d. Memberikan peringatan terhadap pelaku usaha yang dipandang

melanggar ketentuan-ketentuan persaingan usaha.

e. Melakukan koordinasi untuk membuat/mengubah ketentuan

persaingan usaha.

f. Mengenakan denda administratif.

Adapun tindakan keperdataan adalah tindakan yang

memungkinkan seorang pelaku usaha yang melakukan 

pelanggaran ketentuan persaingan untuk membayar sejumlah uang

kepada pihak-pihak yang secara faktual menderita kerugian akibat 

pelanggaran tersebut.
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Tindakan hukum pidana adalah tindakan yang mengatur

bahwa pelanggaran atas ketentuan persaingan usaha tertentu

adalah tindak pidana (criminal otfences) yang terhadap pelakunya

bisa dikenakan sanksi pidana. Pendekatan hukum pidana ini

melibatkan ancaman sanksi pidana yang tegas, sehingga 

pendekatan ini dianggap sebagai pendekatan yang paling represif. 

Dalam penerapan pendekatan pidana ini harus berhati-hati sekali

dan diterapkan sebagai ’ultimum remedium' atau sarana terakhir

dalam penegakan ketentuan persaingan usaha.

Karena aktivitas usaha merupakan salah satu bidang yang

sangat sensitif terhadap regulasi, maka intervensi eksternal 

khususnya dalam bidang legislasi yang bersifat represif jarang 

dipergunakan dan lebih mengutamakan pendekatan atau tindakan 

administratif yang dianggap tidak terlalu represif sehingga tidak 

akan berpengaruh terhadap aktivitas dunia usaha.

Perbedaan antara pendekatan atau tindakan administratif, 

perdata, seria pidana dapat dilihat dengan mengidentifikasikan

konsekuensi hukum yang ada pada setiap ketentuan. Dikatakan

memiliki pendekatan administratif apabila ketentuan tersebut

membawa konsekuensi administratif apabila dilanggar. Akan

dianggap memiliki pendekatan pidana apabila pelanggaran

ketentuan itu membawa konsekuensi hukum berupa penjatuhan

pidana melalui proses peradilan pidana. Demikian pula halnya
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Selanjutnya Arie Siswanto menyatakan bahwa upaya-upaya

preventif untuk menjamin agar para pelaku usaha mentaati 

ketentuan persaingan usaha di beberapa negara dikenal dengan 

istilah “program of compliance' atau ‘businoss roview program".

Pendekatan preventif ini dapat terwujud dalam berbagai aktivitas

diantaranya yaitu:

a. Konsultasi.

Konsultasi merupakan sarana yang lazim disediakan oleh 

hukum persaingan usaha, sarana diadakan dengan maksud 

supaya secara interaktif para pelaku usaha dapat memperoleh

klarifikasi tentang apakah langkah yang hendak diambil pelaku

usaha melanggar hukum persaingan usaha atau tidak. Apabila 

tanpa mekanisme konsultasi kemungkinan seorang pelaku 

usaha mengambil langkah-langkah yang tanpa disadari akan

mengarah kepada pelanggaran hukum persaingan usaha. 

Adapun kewenangan untuk memberikan konsultasi terletak

pada organ penegak hukum persaingan usaha (competition

authorily).

b. Rekomendasi.

Apabila organ penegak hukum persaingan usaha 

menganggap telah terjadi pelanggaran terhadap hukum 

persaingan usaha, maka organ ini mempunyai kewenangan

untuk memberikan rekomendasi. Rekomendasi ini merupakan
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perintah agar pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan

usaha segera menghentikan tindakannya. Sepanjang pelaku

usaha mau mentaati isi rekomendasi, maka prosedur hukum

yang formal dan bersifat represif tidak perlu dijalankan.

c. Izin pembebasan (exemplion).

Dalam hukum persaingan usaha mengenal adanya istilah

■pembebasan' yaitu pembolehan dilakukannya tindakan yang 

sebenarnya bersifat anti persaingan berdasarkan pertimbangan- 

pertimbangan tertentu. Apabila pelaku usaha telah memperoleh

persetujuan pembebasan, konsekuensi hukum yang bersifat 

represif tidak akan muncul meskipun secara substantif tindakan

yang dilakukan merupakan pelanggaran terhadap hukum 

persaingan usaha, 

d. Pemberitahuan (notl/ication).

Pemberitahuan ini sebenarnva merupakan sarana bagi

organ penegak hukum persaingan usaha untuk secara praktis 

menilai suatu tindakan atau struktur yang berpotensi

mengganggu persaingan usaha.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan d» Kota Makassar, yaitu pada Kantor 

'vomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perwakilan Makassar 

dan pelaku usaha yaitu PT. Suracojaya Abadi Motor. UD. Sinar baru 

dan toko Sinar Alam. Adapun pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan 

pada pertimbangan bahwa kota ini termasuk salah satu Kota yang 

tingkat perekonomiannya cukup tinggi dan hampir sama dengan kota- 

kota besar lainnya. Disamping itu kantor perwakilan KPPU, PT. 

Suracojaya Abadi Motor. UD Sinar Baru dan toko Sinar Ala m P-ata-* 

dianggap cukup representatif untuk memperoleh data ya*c ibjurvar

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan caa~ Kre-a- ~

1. Data Primer yaitu data empirik :rr

responden di lapangan atau

2. Data Sekunder yaitu 

memecahkan dan

sumbernya dJ^'^r ***> 

ilmiah, surat ^ ^ r*S» 'onr.*r- rj*-*

penelitian.
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C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data di lapangan

atau lokasi penelitian adalah:

1. Interview, yaitu teknik wawancara langsung yang dilakukan untuk

memperoleh informasi dari responden, yaitu meliputi:

Data Primer diperoleh melalui responden dengan cara wawancara

terhadap Dendy Rakhmad Sutrisno selaku kepala kantor KPPU 

perwakilan Makassar, Susanti selaku Accounling Auditor PT. 

Suracojaya Abadi, Ferdy selaku manager U D. Sinar Baru. Arwin

selaku manager toko Sinar Alam.

2. Penelitian Kepustakaan (library rosearch), yaitu untuk memperoleh 

data sekunder dengan melihat studi dokumen, majalah, karya

ilmiah dan surat kabar yang berhubungan dengan penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis 

secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kogiatan Polaku Usaha Yang Telah Menyebabkan Praktek 
Diskriminasi.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat kurang tegas mengatur 

mengenai praktek diskriminasi yang dimaksud dalam undang-undang

AntiMonopoli tersebut, sehingga menimbulkan banyak pandangan

mengenai diskriminasi itu sendiri. Ketentuan Pasal 19 huruf d hanya

menyatakan bahwa "Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau

beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, 

yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat berupa melakukan praktek diskriminasi 

terhadap polaku usaha tertentu", sehingga ketika dihadapkan pada 

orang awam maka mereka tidak mengetahui praktek diskriminasi yang 

seperti apa yang dimaksud dalam undang-undang AntiMonopoli

tersebut.

Dari wawancara dengan Dendy Rakhmad Sutrisno selaku ketua 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perwakilan Makassar 

pada tanggal 2 februari 2006, diperoleh keterangan bahwa tidak 

semua praktek diskriminasi yang diatur/dianggap melanggar dalam 

undang-undang AntiMonopoli tersebut, melainkan hanya praktek 

diskriminasi yang terjadi karena pelaku usaha tersebut memiliki posisi
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dominan yang kuat sehingga dengan posisi dominan tersebut pelaku 

usaha memegang pengaruh yang cukup besar dalam menentukan 

segala hal yang dapat menghambat persaingan. Jadi dengan kata lain 

bahwa diskriminasi yang terjadi tanpa memiliki posisi dominan dan 

tidak menghambat persaingan bukan merupakan suatu pelanggaran 

dalam undang-undang AntiMonopoli tersebut. Misalnya dalam industri

penerbangan, penumpang A membeli tiket dengan harga Rp.500.000,-

(lima ratus ribu rupiah) sedangkan penumpang B membeli tiket dengan

harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sementara mereka 

melakukan penerbangan dengan pesawat yang sama, waktu yang 

sama dan pelayanan yang sama pula. Dalam hal ini telah terjadi 

praktek diskriminasi akan tetapi kegiatan tersebut tidak menghambat

persaingan sehingga bukan merupakan pelanggaran dalam undang-

undang Anti Monopoli.

Terkait dengan hal tersebut di atas bahwa telah terjadi praktek 

diskriminasi dalam pendistribusian motor merek Yamaha, dimana PT.

Suracojaya Abadi Motor tersebut dengan kekuasaan yang besar

melakukan pemurnian terhadap mixod charnel selaku toko yang 

menjual berbagai merek sepeda motor dalam 1 (satu) toko. Hal ini 

mengakibatkan mixed channel terhambat kelangsungan usahanya.

Dari wawancara dengan Susanti. Accounting Auditor PT. 

Suracojaya Abadi Motor pada tanggal 3 februari 2007 diperoleh 

keterangan bahwa pemurnian tersebut merupakan strategi bisnis yang
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harus dilakukan karena banyaknya pesaing baru yang bergerak di 

bidang yang sama yakni penjualan sepeda motor dengan merek yang 

berbeda sehingga pelaku usaha tersebut merasa khawatir akan 

kehilangan posisi yang dimilikinya, kemudian pelaku usaha tersebut

nemikirkan suatu cara agar dapat mempertahankan posisi atau tetap

menguasai pasar tersebut dengan cara melakukan pemurnian 

terhadap mixod channel. Jadi dapat dikatakan bahwa kegiatan

pemurnian yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut merupakan

strategi bisnis. Dalam undang-undang Anti Monopoli tidak dilarang 

dilakukannya strategi bisnis sepanjang tidak menghambat persaingan 

yang dapat mengakibatkan monopoli, akan tetapi pemurnian yang 

dilakukan oleh PT. Suracojaya Abadi Motor bersama sub-sub dealer

lainnya antara lain UD. Sinar Baru dan toko Sinar Alam Pratama

terhadap mixed channel menghambat persaingan maka pemurnian 

tersebut melanggar ketentuan undang-undang Anti Monopoli.

Dari wawancara dengan Ferdy selaku manager UD. Sinar Baru

pada tanggal 3 februan 2007, diperoleh keterangan bahwa larangan 

menjual, memasok, mempromosikan serta memajang motor yamaha di

toko milik mixed channel apabila tidak membuka faktur terlebih dahulu

yang mengakibatkan praktek diskriminasi tersebut merupakan strategi 

bisnis yang dilakukan oleh PT. Suracojaya Abadi Motor guna 

meningkatkan angka penjualan sepeda motor merek Yamaha di

Sulawesi Selatan. Dengan strategi bisnis tersebut angka penjualan
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s :peda motor merek Yamaha mengelami peningkatan dari tahun ke 

ahun. Jadi dapat dikatakan bahwa praktek diskriminasi tersebut terjadi 

karena keinginan dari PT. Suracojaya Abadi Motor untuk

mempertahankan posisi yang dimiliki dengan cara meningkatkan

angka penjualan.

Dari wawancara dengan Arwin selaku monager Toko Sinar

Alam Pratama pada tanggal 4 februari 2007, diperoleh keterangan

bahwa larangan menjual, memasok, mempromosikan serta memajang

motor yamaha di toko milik mixed channel apabila tidak membuka 

faktur terlebih dahulu sepeda motor merek yamaha kepada mixod

channel adalah merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh PT.

Suracojaya Abadi Motor, sehingga toko Sinar Alam harus 

melaksanakan kebijakan tersebut. Jadi dengan kata lain bahwa 

praktek diskriminasi tersebut terjadi bukan merupakan kegiatan yang

dilakukan atas inisiatif atau kemauan dari toko Sinar Alam Pratama

melainkan karena adanya larangan dari PT. Suracojaya Abadi Motor.

Dari wawancara dengan Dendy Rakhmad Sutrisno selaku ketua 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perwakilan Makassar 

pada tanggal 5 januari 2006, diperoleh keterangan bahwa dalam 

menentukan pemurnian yang dilakukan oleh PT. Suracojaya Abadi 

Motor bersama sub dealer lainnya merupakan praktek diskriminasi 

adalah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1 Duduk Perkara
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c. Bahwa PT. Suracojaya Abadi Motor selaku main doaler sepeda 

motor merek Yamaha di Sulawesi Selatan, mengeluarkan

larangan kepada seluruh sub dealer motor Yamaha untuk tidak 

menjual, memasok, mempromosikan serta memajang (display)

motor Yamaha di toko milik mixod channel.

d. Bahwa larangan tersebut di atas ditujukan kepada para sub 

-dealer yang di dalamnya memuat pemberlakuan denda sebanyak 

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per unit motor Yamaha yang 

terbukti dijual, dipromosikan serta dipajang (display) di toko milik

mixed channel.

e. Bahwa selain denda, sub dealer akan dikenakan sanksi

pemutusan hubungan kerja sama keagenan dengan sub dealer

jika terbukti menjual motor Yamaha kepada para mixed channel.

f. Bahwa PT. Suracojaya Abadi Motor menerbitkan surat yang isinya

mencabut surat mengenai larangan kepada sub doalar menjual,

memasok, mempromosikan serta memajang (display) motor 

Yamaha di toko milik mixed channel. Kemudian PT.Suracojaya 

Abadi Motor menerbitkan surat keterangan yang pada pokoknya

menyatakan sub dealer diperbolehkan menjual motor Yamaha ke

mixed channel. Selain menjual, para channel juga diperbolehkan 

memajang (display) dan mempromosikan motor Yamaha di

tokonya.
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g. Bahwa meskipun Surat larangan terhadap sub dealer tersebut 

sudah dicabut, ternyata larangan penjualan motor Yamaha dari 

.sub dealor ke mbced channel masih terjadi. Seperti yang

dilakukan sub dealer UD. Sinar Baru dan Toko Sinar Alam.

h. Bahwa PT. Suracojaya Abadi Motor melakukan pendataan

terhadap pendistribusian motor Yamaha dari sub dealer secara

sepihak. Sehingga apabila ditemukan motor Yamaha yang dijual 

maupun dipajang oleh mixed channel, PT. Suracojaya Abadi 

Motor akan melakukan pemeriksaan nomor rangka motor 

Yamaha untuk mengetahui asal sub dealer yang menjual sepeda

motor tersebut.

Bahwa tindakan pelarangan menjual dan memajang motor 

Yamaha yang dilakukan oleh PT. Suracojaya Abadi Motor, UD.

i.

Sinar Baru dan Toko Sinar Alam menghambat kelangsungan

usaha mixed channel yang tergolong usaha kecil dan menengah. 

2. Tentang Hukum

a. Identitas para terlapor, yaitu :

1. PT. Suracojaya Abadi Motor adalah badan usaha didirikan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik

Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas dengan Akta

Nomor 20 tanggal 17 Januari 1994 yang dibuat oleh Sri Hartini 

Widjaja, Notaris di Ujung Pandang.
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2. UD. Sinar Baru adalah bdBan usaha perseorangan yang

beralamat di Jalan Veteran Utara Nomor. 209 A Makassar

dengan maksud dan tujuan untuk berusaha dalam bidang 

bahan bangunan, alat-alat listrik dan kendaraan bermotor

berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah.

3. Toko Sinar Alam adalah badan usaha perseorangan yang

beralamat di Jalan Mesjid Raya Nomor: 178 Makassar dengan

maksud dan tujuan untuk berusaha dalam bidang sepeda motor 

dan suku cadang berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan 

(SIUP) Menengah, 

b. Pasar Bersangkutan

Pasar bersangkutan dalam hal ini adalah penjualan 

sepeda motor baru merek Yamaha di Sulawesi Selatan.

c. Struktur Pasar

Dalam pasar bersangkutan terdapat 3 (tiga) tingkatan 

penjual, tingkat paling atas yakni main dealer. kemudian sub 

dealer dan main dealer shop. serta tingkat paling bawah yakni

channel, baik channol murni maupun mixed channel.

Yang dimaksud dengan main dealer dalam hal ini adalah 

PT. Suracojaya Abadi Motor, berkedudukan di Makassar yang 

ditunjuk secara resmi oleh PT. Yamaha Indonesia Motor 

Manufacturing (YIMM) untuk memasarkan sepeda motor baru



merek Yamaha di Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi

Barat.

Yang dimaksud dengan sub dealor dalam hal ini adalah

pedagang atau pengusaha yang eksklusif menjual motor

Yamaha secara retail yang telah ditunjuk secara resmi oleh PT. 

Suracojaya Abadi Motor dan mendapat persetujuan tertulis dari 

Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Yang dimaksud dengan main dealer shop dalam hal ini 

adalah toko (Show room) milik PT. Suracojaya Abadi Motor yang

eksklusif menjual motor Yamaha secara retail.

Yang dimaksud dengan channel mumi dalam hal ini 

adalah toko yang menjual sepeda motor baru merek Yamaha 

saja dan diangkat oleh sub dealer dengan persetujuan PT. 

Suracojaya Abadi Motor.

Yang dimaksud dengan mixed channel dalam hal ini 

adalah toko independen (tidak ada hubungan dengan PT. 

Suracojaya Abdi Motor dan/atau sub dealer) yang menjual 

berbagai merek sepeda motor dalam 1 (satu) toko.

d. Pasar Bersangkutan.

Pada tahun 2004, dalam pasar bersangkutan terdapat 22 

(dua puluh dua) sub dealer milik perorangan dan 11 (sebelas) 

main dealer shop milik PT. Suracojaya Abadi Motor di seluruh 

wilayah Sulawesi Selatan, volume penjualan pada tingkat sub
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dealer milik perorangan sebesar 22,057 (dua puluh dua ribu 

lima puluh tujuh) unit dan penjualan seluruh main dealer shop 

sebesar 9.816 (sembilan ribu delapan ratus enam belas) unit, 

Pada tahun 2005, dalam pasar bersangkutan terdapat 22 (dua 

puluh) sub dealer milik perorangan dan 14 (empat belas) main 

dealer shop milik PT. Suracojaya Abadi Motor di seluruh wilayah 

Sulawesi Selatan, volume penjualan pada tingkat sub dealer 

milik perorangan sebesar 26.316 (dua puluh enam ribu tiga

ratus enam belas) unit dan penjualan seluruh main dealer shop

milik PT. Suracojaya Abadi Motor sebesar 11.728 (sebelas ribu

tujuh ratus dua puluh delapan) unit

Pada tahun 2006, dalam pasar bersangkutan terdapat 23 

(dua puluh tiga) sub dealer milik perorangan dan 16 (enam 

belas) main dealer shop milik PT. Suracojaya Abadi Motor di 

seluruh wilayah Sulawesi Selatan, volume penjualan pada 

tingkat sub dealer milik perorangan sebesar 18.773 (delapan 

belas tujuh ratus tujuh puluh tiga) unit dan penjualan seluruh 

main dealer shop milik PT. Suracojaya Abadi Motor sebesar 

8.989 (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan)

unit.

Penjualan motor Yamaha oleh PT. Suracojaya Abadi 

Motor mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari 32.177 

(tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh) unit pada tahun
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2004 meningkat sebesar 19% (sembitan belas persen) menjadi 

38.338 (tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan) 

unit pada tahun 2005. 7 (tujuh) bulan pertama di tahun 2006. 

total penjualan motor Yamaha mencapai 27.944 (dua puluh 

tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat) unit atau 

meningkat sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen) dari tahun

sebelumnya.

e. Pangsa Pasar.

Pangsa pasar motor Yamaha di Sulawesi Selatan pada 

tahun 2005 adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari

seluruh merek motor atau berada di peringkat tiga, kemudian

mengalami peningkatan tajam pada tahun 2006 (sampai 

dengan April) menjadi 45% (empat puluh lima persen) sehingga

motor Yamaha menduduki peringkat pertama dari seluruh

merek motor.

f. Jaringan Distribusi.

1. Hubungan PT. Suracojaya Abadi Motor (main doalor) dengan

PT Yamaha Indonesia Motor Manulacturing (YIMM).

PT. Suracojaya Abadi Motor ditunjuk sebagai main 

dealer oleh Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) 

untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sejak 

tahun 1998 ketika Yamaha Indinesia Motor Manulacturing 

(YIMM) mengambil alih peranan PT. Yamaha Kencana Motor
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Indonesia (YMKI). dimana hubungan antara PT. Suracojaya

Abadi Motor dengan Yamaha Indonesia Motor Manufacturing 

(YIMM) hanyalah bersifat sebagai penjual dan pombeli saja. 

Kemudian PT. Suracojaya Abadi Motor hanya berhak menjual 

kepada sub doaler atau jaringan Yamaha yang telah disetujui 

Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM). PT. 

Suracojaya Abadi Motor dan seluruh sub dealomya hanya 

boleh menjual produk asli merek Yamaha. Dengan demikian 

hubungan antara Yamaha Indonesia Motor Manufacturing 

(YIMM) dengan PT. Suracojaya Abadi Motor adalah hubungan 

jual beli, dan harga jual kembali ditentukan oleh PT. 

Suracojaya Abadi Motor dalam bentuk price hst dengan 

persetujuan dari Yamaha Indonesia Motor Manufacturing

(YIMM).

2. Hubungan PT. Suracojaya Abadi dengan para Sub dealer

Hubungan usaha antara PT. Suracojaya Abadi Motor

dengan para sub dealer hanyalah bersifat sebagai penjual dan 

pembeli saja, fasilitas yang diperoleh sub doaler sebagai

berikut:

a. Mendapat hak untuk menjual produk motor Yamaha.

b. Mendapat penggantian biaya pemasangan papan identitas 

toko (shop sign) sesuai standar Yamaha Corporate 

Indentity.
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c. Memperoleh kemudahan dalam pembayaran berupa

tenggang waktu sesuai dengan kebijakan PT. Suracojaya

Abadi Motor.

d. Mendapatkan program pelatihan, diskusi dan pengarahan 

lainnya yang diperlukan bagi karyawan sub dealor.

Kewajiban setiap sub dealer. antara lain :

a. Mengikuti kebijakan-kebijakan promosi yang ditetapkan

oleh PT. Suracojaya Abadi Motor, 

b. Melaksanakan pelayanan purna jual dan program

pelayanan melalui konsep 3S. yakni Sales, Service dan

suku cadang.

c. Bersedia ikut serta dalam program-program pelatihan yang 

diselenggarakan oleh PT. Suracojaya Abadi Motor.

3. Channel Murni dan Mhced channel dalam Pasar Motor

Yamaha di Sulawesi Selatan,

Sebelum adanya larangan untuk menjual Motor

Yamaha ke Mixed channel, tidak ada perbedaan penyebutan

antara mixed channel dan channel murni tetapi hanya disebut

channel.

• Channel beroperasi dan menjual motor Yamaha tanpa

harus mendapatkan persetujuan dari sub dealer dan PT. 

Suracojaya Abadi Motor dan dapat memilih lokasi usaha 

yang dianggap paling menguntungkan. Kemudian channel
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dapat memilih sub dealer yang memasok motor Yamaha 

berdasarkan kesepakatan antara channol dengan sub

doalcr.

• Semua channel membeli motor Yamaha dari sub dealer

dengan sistem jual beli putus tanpa membuka faktur.

• Semua channel dapat memajang motor Yamaha yang 

dibeli dari sub dealer di tokonya dan memperoleh potongan 

harga kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

dari sub dealer.

• Semua channel membenkan potongan harga kepada 

konsumen berkisar antara Rp. 100.000,-(seratus ribu 

rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Jika

konsumen membeli motor Yamaha secara tunai maka

channel memberikan potongan harga hingga Rp 350.000,- 

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga keuntungan 

channel dari diskon yang diberikan oleh sub dealer hanya 

Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Sesudah larangan menjual motor Yamaha ke mixod

Channel terdapat perbedaan penyebutan istilah channel, yaitu

channel mumi dan mixed channel.

• Berbeda dengan mlxed channel, channol murni diangkat

oleh sub dealer dengan persetujuan PT. Suracojaya Abadi

Motor.
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• Pendirian channel murni mengacu pada kesepakatan jarak 

berdasarkan zona yang disetujui oleh PT. Suracojaya 

Abadi Motor dan sub doaler,

• Kemudian channel murni hanya boleh membeli motor

Yamaha dari sub dealor yang mengangkatnya.

• Transaksi antara sub dealer dengan channel mumi adalah 

jual-beli putus, sedangkan mixed channel menjadi

perantara bagi sub dealer.

• Channel murni membeli motor Yamaha dari sub doaler

tanpa membuka faktur sedangkan mixod channel membeli

motor Yamaha diharuskan untuk membuka faktur.

• Sebagai perantara, mixed channel tidak dapat lagi

memajang motor Yamaha yang dibeli dari sub dealer dan

motor Yamaha yang dibeli konsumen melalui mixed 

channel tersebut diantar langsung deh sub dealer kepada

konsumen. Sedangkan channel murni dapat memajang

dan mengantarkan motor tersebut langsung kepada

konsumen.

• Mixed channel tidak lagi mendapatkan potongan harga 

(discounl), tetapi hanya berupa komisi dari sub dealer 

sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan 

channel murni mendapatkan potongan harga.
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g. Program Pemurnian Sub Dealer.

Yang dimaksud dengan program pemurnian/eksklusif 

adalah program yang dilakukan oleh Yamaha Indonesia Motor 

Manufacturing (YIMM) melalui PT. Suracojaya Abadi Motor 

kepada sub dealor untuk menjual motor Yamaha saja dalam 1 

(satu) toko (showroom). Sebelum adanya program pemurnian 

tersebut masih terdapat sub dealor motor Yamaha di Sulawesi 

Selatan yang menjual motor Yamaha dan sepeda motor merek 

lain dalam satu toko, yaitu: Darma Motor, Panjaya, Sinar Baru,

Nasindo, Prima Motor, dan Jawa Indah. Yamaha Indonesia

Motor Manufacturing (YIMM) meminta kepada PT. Suracojaya

Abadi Motor agar sub dealer melaksanakan perjanjian eksklusif

dengan hanya menjual motor Yamaha.

h. Larangan PT. Suracojaya Abadi Motor kepada para sub dealer

untuk menjual motor Yamaha ke mixed channel Tanpa

Membuka Faktur.

PT. Suracojaya Abadi Motor mengeluarkan surat yang 

berisi larangan terhadap dealer eksklusif maupun dealer mix 

menjual motor yamaha ke channel Apabila diketahui masih 

menjual ke channel maka dealer akan diberikan sanksi berupa : 

1. Sanksi I. yakni membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- 

(lima juta rupiah) per unit motor.
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2. Sanksi II. berupa Surat Peringatan apabila masih didapati 

dealer menjual ke channcl

3. Sanksi III, berupa pengakhiran hubungan kerja sama

apabila dealer masih tetap memasok barang ke channel.

Dari hasil wawancara dengan Susanti selaku accounling

auditor PT. Suracojaya Abadi Motor pada tanggal 20 februari 

2007, diperoleh keterangan bahwa alasan dilarangnya sub 

dealer menjual motor Yamaha kepada mixed channel adalah

sebagai berikut:

1. Menjaga kualitas motor Yamaha, karena PT. Suracojaya

Abadi Motor menerima banyak keluhan dari konsumen

mengenai suku cadang motor Yamaha yang baru dibeli 

ternyata tidak asli.

2. Menjaga stabilitas harga motor Yamaha, karena ada mixed 

channel yang menjual motor Yamaha di bawah harga beli. 

Lebih lanjut Susanti menyatakan bahwa mixed channel telah 

melakukan praktek jual rugi, namun tidak berarti merugi

karena masih mendapat keuntungan dari penjualan motor

merek lain (subsidi silang).

3. Ada kebijakan dan Yamaha Indonesia Motor Manufacturing 

(YIMM) untuk menjaga kualitas mutu produk Yamaha di 

tingkat konsumen.
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A. Permintaan dari sub dealer kepada PT. Suracojaya Abadi 

Motor untuk menertibkan mixed channel.

Setelah adanya surat larangan tersebut PT. Suracojaya Abadi 

Motor mengeluarkan surat yang pada pokoknya berisi tentang 

pencabutan surat larangan kepada sub dealer untuk menjual, 

memasok serta memajang (display) motor Yamaha di toko milik mhced

channel. namun dalam praktek PT. Suracojaya Abadi Motor tetap 

mengenakan sanksi terhadap sub dealer yang menjual, memasok 

serta memajang motor Yamah di toko mixod channel yang tidak 

membuka faktur terlebih dahulu.

Setelah melihat uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa larangan yang dikeluarkan oleh PT. Suracojaya Abadi Motor 

tersebut bukan merupakan perjanjian antara PT. Suracojaya Abadi 

Motor dengan UD. Sinar Baru dan toko Sinar Alam Pratama melainkan 

merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh PT. Suracojaya Abadi 

Motor dan ditujukan kepada semua sub dealer.

Pasal 19 huruf d undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang

larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Anti 

Monopoli) meyatakan bahwa : ‘Pelaku usaha dilarang melakuakan 

satu atau beberapa kegiatan, baik sendin maupun bersama pelaku

usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli 

dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa melakukan praktek 

diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu'.
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Dari ketentuan pasal di atas maka dapat dinyatakan bahwa 

pasal 19 huruf d mengandung unsur sebagai berikut: 

a. Unsur pelaku usaha.

Yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 

Undang-undang Anti Monopoli adalah

'orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan 
hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan 
atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, 
menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang 
ekonomi'.

Dalam hal ini pelaku usaha yang dimaksud adalah PT. 

Suracojaya Abadi Motor selaku badan usaha yang melakukan 

kegiatan dalam bidang otomotif khususnya sebagai main dealer

motor Yamaha di Sulawesi Selatan, sub dealer dan para channel

baik mixed channel maupun channel murni.

b Unsur melakukan praktek diskriminasi.

Yang dimaksud dengan praktek diskriminasi dalam hal ini adalah

PT. Suracojaya Abadi Motor tidak memperbolehkan sub dealer 

menjual motor Yamaha ke mixed channel kecuali dengan

membuka faktur, sementara persyaratan yang sama tidak

diberlakukan terhadap channel mumi.

c. Unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat

menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Anti Monopoli

adalah:
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■Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan 
kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang 

- dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau 
menghambat persaingan usaha."

Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan oleh PT. Suracojaya

Abadi Motor yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat

•adalah larangan yang dikeluarkan oleh PT. Suracojaya Abadi Motor

kepada semua sub dealer untuk tidak menjual ke mixed channel

tanpa membuka faktur terlebih dahulu, menghambat mbted channel

mendapatkan kesempatan untuk menjual motor Yamaha secara

langsung ke konsumen. Akibatnya mixed channel hanya berperan 

sebagai perantara semata dan hanya menerima komisi, karena

konsumen yang datang ko mixed channel akan diantar ke sub

dealer. sehingga memperpanjang mata rantai transaksi.

Dampak persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh 

PT. Suracojaya Abadi Motor adalah hilangnya insentif rabat yang

diperoleh mlxed channel sebagai pedagang, dan mengakibatkan

konsumen tidak lagi menikmati variasi harga dari keberadaan

mixed channel. serta berkurangnya akses konsumen terhadap

pilihan toko mixed channel dalam membeli motor Yamaha.

Dengan melihat semua uraian di atas maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa kegiatan pemurnian yang dilakukan oleh PT. 

Suracojaya Abadi Motor telah menyebabkan praktek diskriminasi dan 

kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilarang oleh Undang- 

undang Anti Monopoli karena telah melanggar ketentuan Pasal 19
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huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 lemang Larangan 

Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Kemudian telah 

memenuhi semua unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf d 

tersebut.

3. Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan 
Kegiatan Praktek Diskriminasi.

Berdasarkan Undang-undang nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa 

untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang Anti Monopoli tersebut 

dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha. KPPU dalam 

mengawasi pelaksanaan undang-undang anti monopoli tersebut

memiliki tugas dan kewenangan.

Dalam praktek KPPU telah melaksanakan tugas dan 

kewenangannya dalam menangani kasus praktek diskriminasi dalam 

pendistribusian motor Yamaha di Sulawesi Selatan. Hal ini telah 

terbukti dengan melihat kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

mulai dari menerima laporan dugaan pelanggaraan atas Undang- 

undang AntiMonopoli tersebut sampai pada penjatuhan sanksi melalui

hasil putusan.

Dari wawancara dengan Dendy Rakhmad Sutrisno selaku ketua

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perwakilan Makassar 

pada tanggal 23 februari 2007, diperoleh keterangan bahwa dalam 

menegakkan hukum persaingan terhadap kasus praktek diskriminasi

53



yang dilakukan oleh PT. Suracojaya Abadi Motor terhadap mixed 

channol menggunakan pendekatan Rule of reason, dimana pelaku

usaha diberikan kesempatan untuk mengemukakan apa yang menjadi

penyebab terjadinya praktek diskriminasi tersebut dan alasan-alasan 

dikeluarkannya larangan penjualan terhadap mued channel yang 

mengakibatkan praktek diskriminasi. Kemudian KPPU melihat dampak 

atau akibat yang ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan oleh PT. 

Suracojaya Abadi Motor tersebut.

Lebih lanjut menurut Dendy Rakhmad Sutrisno bahwa dalam 

menegakkan hukum persaingan terdapat 2 (dua) pendekatan yakni 

pendekatan per se illegal dan pendekatan rule of reason, kedua

pendekatan tersebut memiliki penerapan yang berbeda.

Namum demikian meskipun telah ada pembagian tersebut 

KPPU tidak secara serta merta melakukan penindakan. Maksudnya 

bahwa meskipun tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha tergolong

dalam per se illegal, KPPU tidak serta merta langsung menghukum

pelaku usaha tersebut karena telah secara jelas melanggar UU Anti 

Monopoli, melainkan KPPU tetap mendengar alasan dilakukannya 

kegiatan tersebut serta melihat akibat yang ditimbulkan oleh tindakan 

pelaku usaha tersebut

Setelah mempertimbangkan latar belakang dilakukannya

tindakan, alasan bisnis dibalik tindakan itu, serta posisi si pelaku

tindakan dalam industri tertentu maka KPPU memutuskan bahwa

M
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tindakan yang dilakukan oleh PT. Siracojaya Abadi tersebut 

merupakan suatu tindakan yang bersifat ilegal atau melanggar 

ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Anti Monopoli).

Dalam memutuskan perkara pelanggaran terhadap undang-

undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan 

oersaingan usaha tidak sehat. KPPU tidak memihak kepada siapapun. 

maksudnya bahwa meskipun dalam hal ini terdapat pelaku 

usaha/pihak yang dirugikan tetapi KPPU tidak memihak kepada pelaku 

usaha tersebut karena sesuai dengan tujuan dari dibentuknya Undang- 

undang Anti Monopoli adalah untuk menjaga iklim usaha yang sehat 

sehingga tercipta efisiensi dalam kegiatan usaha. Jadi yang menjadi 

pertimbangan dalam mengambil keputusan adalah iklim usaha, bukan 

para pihak.

Dalam menjatuhkan sanksi atas pelanggaran terhadap Undang- 

undang nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat. KPPU hanya diberikan kewenangan 

untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif, sedangkan 

kewenangan menjatuhkan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan 

tetap berada ditangan pengadilan. Meskipun begitu bukan berarti 

KPPU lemah dalam menindaki pelanggaran terhadap undang-undang

AntiMonopoli tersebut, karena sesuai dengan tujuan dari undang-

undang Anti Monopoli tersebut adalah mengubah perilaku pelaku
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usaha tersebut menjadi baik dan benar serta melindungi iklim usaha

yang kondusif. Sehingga kewenangan yang dimiliki sudah sejalan 

lengan tujuan dan Undang-undang AntiMonopoli tersebut

Setelah melihat tindakan yang dilakukan oleh PT. Suracojaya 

Abadi Motor tersebut merupakan suatu tindakan yang bersifat ilegal 

maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutusakan. 

memerintahkan kepada PT. Suracojaya Abadi Motor untuk

memberikan kesempatan kepada mixod channel untuk membeli motor

Yamaha tanpa membuka faktur sebagaimana yang diberlakukan

kepada channel mumi, dan Menghukum PT. Suracojaya Abadi Motor

membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Setelah dikeluarkannya putusan tersebut, pelaku usaha dalam

hal ini PT. Suracojaya Abadi Motor dapat mengajukan upaya

keberatan kepada Pengadilan Negeri dalam kurun waktu yang 

ditentukan, yakni 30 (tiga puluh) hari sejak dibacakannya hasil putusan 

Komisi. Kemudian KPPU membentuk satu tim monitoring untuk 

mengawasi pelaksanan sanksi yang diberikan terhadap pelaku usaha 

selama 150 (seratus lima puluh) hari kerja atau selama 5 (lima) bulan 

sejak dikeluarkannya putusan tersebut.

Dari wawancara dengan Dendy Rakhmad Sutrisno selaku ketua

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perwakilan Makassar 

pada tanggal 2 Maret 2007, diperoleh keterangan bahwa tindakan
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yang dilakukan oleh KPPU dalam melakukan pengawasan terhadap

putusan yang dikenakan kepada pelaku usaha adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan survey ke perusahaan yang dikenakan sanksi tersebut.

dalam hal ini PT. Suracojaya Abadi Motor.

2. Memberikan kuesioner kepada PT. Suracojaya Abadi Motor

3. Memanggil pihak terlapor untuk menjelaskan bahwa terlapor

tersebut telah menjalankan putusan tersebut.

Apabila pelaku usaha dalam hal ini PT. Suracojaya Abadi Motor

melaksanakan amar putusan tersebut maka denda yang dikenakan

oleh KPPU kepada PT. Suracojaya Abadi Motor tidak perlu lagi

dipenuhi, karena dinggap bahwa pelaku usaha tersebut mau

mengubah perilakunya dalam menjalankan usahanya, dengan kata

:ain bahwa kasus tersebut telah dianggap selesa;.

Apabila PT. Suracojaya Abadi Motor tidak melaksanakan amar

putusan dan tidak melakukan upaya keberatan terhadap putusan

tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan, maka berdasarkan hasil

monitoring tersebut KPPU melakukan tindakan berupa :

1. KPPU meminta kepada pengadilan negeri untuk melakukan

penetapan eksekusi. Tindakan ini dilakukan apabila pelaku usaha

tidak melakukan upaya keberatan dan tidak melaksanakan amar

putusan yang dijatuhkan kepada pelaku usaha tersebut.

57



'' ' s-sedui: WWCJ wvc* unu*

r^fc..vp- ^=^,>o.xa-. ^ ; ~~n :**-:;• vnnp rv.z:n

***** ~^V-3~^ :v>J‘ vjKn

;. <?r#v *s**n ?„".*» *oa»*«S: ~..XiU -•'■ f ,-iT..»v.

-aw-*»r 7^»- k*l -S-^^r VrU*-flVJ»r *«U nvrw^r 

V-'~ *»‘J :--*• n*su.

' SC;=f'* —«SM nW&iSJmiHUir r-U.SUir. Vj^cs.

=* ^ ;s-'iw5 e9Kvc tes» s^-n.j

-—‘~^r tsa r^up-j tiruaiw jcrmn^rwi .wj «oi v

rirs^««r rer v^..

i?nsi: largatT sosus :rj*:e* ctsarmrus: 3Jim**

r^usaiT rr_".^r *'anani d S^iawesi SSistar* wnwi suu» n

<■—- ~3s.-t maaKu.<3n -nuntcnrg w*jc3p «nus >arg

iistuhKarr aierT <?='_ emacac PT. Suraccjaya Acoci Mcicr. Sehingga 

cafu.-rr aca ««sutusar aca/or PT. Suraccjaya Acaci Ueccr 

melaksanakan outussn atau hcsk meiaksaraaan putusan tersecct
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Komisi Pengawas Psraaircar Usaha (KPPU) Perwakilan Makassar 

oaoa tanggal 20 Marsi 2007, diperoleh keterangan bahwa dalam 

pencde tanun 2006 terdapat 761 (tujuh ratus enam puluh satu) 

laporan, £8% yang bukan pelanggaran atas undang-undang nomor 5 

tahun 1900 dan 42% merupakan pelanggaran atas undang-undang 

nomor 5 tahun 1000 tersebut
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. Kemudian terdapat 73 (tujuh puluh tiga) perkara, 35% 

diantaranya adalah kasus persekongkolan tender. Dari 73 (tujuh puluh 

tiga) perkara tersebut 47 (empat puluh tujuh) kasus telah diputus 

oukan merupakan pelanggaran atas undang-undang nomor 5 tahun 

1999 dan 26 (dua puluh enam) kasus lagi telah diputus merupakan 

pelanggaran atas undang-undang nomor 5 tahun 1999.

Dari 26 (dua puluh enam) putusan tersebut terdapat 10 

(sepuluh) putusan yang diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dan 

16 (enam belas) putusan lagi dinyatakan menerima hasil putusan

tersebut.

Dari 10 (sepuluh) putusan yang diajukan keberatan ke 

Pengadilan Negeri terdapat 5 (lima) putusan KPPU yang telah

dikuatkan oleh Pengadilan Negeri dan 5 (lima) putusan KPPU lainnya

di batalkan oleh Pengadilan Negeri, akan tetapi dalam kasasi di MA 

(Mahkamah Agung) putusan KPPU tersebut telah memperoleh

kekuatan hukum tetap.

Sampai saat ini belum ada kasus pelanggaran atas undang- 

undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat yang dilimpahkan berkas perkaranya ke

penyidik, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena 

sampai saat ini tidak ada pelaku usaha yang dijatuhi sanksi 

pelanggaran atas undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang
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tidak mengajukan upaya keberatan dan tidak menerima hasil putusan 

Komisi Pengawas Pesaingan Usaha (KPPU).
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan mengenai praklek diskriminasi dalam penguasaan pasar

menurut undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Laranganan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (studi kasus PT. 

Suracojaya Abadi Motor) adalan sebagai benkut:

1. Dari hasil penelitian diperoleh kegiatan pelaku usaha yang telah

menyebabkan praktek diskriminasi dapat ditentukan dengan

melihat adanya perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh pelaku

usaha selaku distributor terhadap pelaku usaha selaku pengecer 

yang sama dan bergerak di bidang yang sama pula dimana pelaku 

usaha selaku distributor tersebut memiliki posisi dominan. Dalam 

hal ini pihak distributor memiliki kekuasaan yang besar dalam

memberikan perlakuan.

2. Pelaksanaan sanksi terhadap petaku usaha yang melakukan 

kegiatan praktek diskriminasi adalah dalam waktu 30 hari kerja 

diterimanya pemberitahuan putusan komisi, terlapor wajib 

melaksanakan putusan komisi tersebut dan melaporkan 

pelaksanaannya kepada KPPU. Dalam mengawasi pelaksanaan 

sanksi tersebut KPPU membentuk satu tim monotoring.
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B. Saran.

1. Praktek diskriminasi yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 

Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat (Anti Monopoli) sebaiknya lebih diperjelas, agar 

tidak terjadi kesalah pahaman dikatangan pelaku usaha dalam 

mengartikan praktek diskriminasi yang terdapat dalam undang- 

undang Anti Monopoli tersebut.

2 Proses pelimpahan berkas perkara dari KPPU ke penyidik dalam hal

ini Kepolisian Negara Republik Indonesia belum diketahui secara

jelas mengenai mekanisme penyidikan itu sendiri. Jadi sebaiknya

KPPU menambahkan dalam keputusan KPPU mengenai mekanisme

penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani perkara 

pelanggaran undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan 

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
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KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 
REPUBUK INDONESIA

KANTOR PERWAKILAN DAERAH MAKASSAR
Menar» Makarnr Lt 1, Jahn Nusantara Na 1 Makamr 

Tclpon (0411) 310733 Faximile (0411) 310733

r
/ /

ET/KPD MKS/lll/20070 Makassar. 20 Maret 2007 ‘
P'3n

K*:ic 3ngan Kegiatan
Pfii'.o.itian

X).
y\

Kepada Yth
Prof. Dr. Syamsul Bahrl, SH., MH.
Dekan Fakultas Hukum Univ. Hasanuddin 
Makassar

C-;--, in hormat.
daklanjuti Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Pemerintah Provinsi 

S < esi Selatan No : 070/151-lll/BKB-SS. tanggai 22 Januari 2007. Perihal Izin 
F . :ian, dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut di bawah ini

Nama 
Fs- ^iaan

: Elvi Fakhri Rezi
: Mahasiswa Fakultas Hukum Program Reguler Sore 

Universitas Hasanuddin Makassar 
: BTN Makio Baji Blok E5 No 14 Makassarit

melakukan kegiatan penelitian I wawancara di Kantor Perwakilan Daeiah 
Pengawas Persaingan Usaha di Makassar pada tanggal 2 5. 23 Februari 

dan 20 Maret 2007, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul Tinjauan 
iap Praktek Diskriminasi Dalam Penguasaan Pasar Menurut UU No 5 Tahun 

- .: 'Oli Monopoli (Studi Kasus PT. Suraco Jaya Abadi Motor)'

. utnya, kami akan senantiasa terbuka dan membantu rekan-rekan mahasiswa 
r . as Hukum yang berminat mendalami / membutuhkan informasi seputar hukum 
[.•; ->«■ ngan usaha di kantor kami.

an disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih

la KPD Makassar.

'f/
\

De . Sutrisno

isan :
-ekiur Eksekutif Sekretariat KPPU. 
!r Elvi Fakhri Rezi.

* - sip.
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I
|Ym: HA PT. SURACOJAYA ABADI MOTOR

Jl A P Penaran No 18letp (0411) 450409 Fax (0411) 431458 MAKASSAR 902?2 - INDO'Ouching Your Hcarl

05/SYM/I1/2007Nomor
Lump.
Pcrihnl Keteranpan Telah Melakukan Penelitian

K - ■ . jdn Yth :
Bapak Kepala Kantor Kesatuan Bangsa 
.11. Ahr-iad Yani No.2 Makassar
Di*

Tempat

Membalas surat Saudara nomor : 070/120-1/KKB.2007 tanggal 23 Januari 2007 
. Perihal pokok surat dialas disampaikan kepada Bapak bahwa pada Perusahaan 

( Bersedia ) memberi kesempatan bagi 1 ( satu ) orang mahasiswa

: EL VIFAKHRIREZI 
BII 02 793-1 
Perdata 
Mahasiswa

kami 
sebagai berikut:

Nama
Nomor Pokok 
Program Studi 
Pekerjaan

idah melakukan Penelitian mulai 24 Januari s/d 24 Februari 2007 dengan
iudul TINJAUAN TERHADAP PRAKTEK DISKRIMINASI DALAM 
PENGUASAAN PASAR MENURUT UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 

VNTI MONOPOLI { STUDY KASUS PT.SURACO JAYA ABADI

Dan

1999 
MOTOR)"

penyampaian kami untuk diketahui dan atas kerjasamanya diucapkanDem .ian 
lerin i kasih.

Makassar, 24 Februari 2007
Sentral Yamaha Makassar

@SK l
HA

Martin. S )nrffan
Pimpinan
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SURAT KETERANGAN

-■•-y ;>cri;md;i tangan dibawah ini

: Fcidy Purnama 

: Manajer 

iteriindak alas nama Sinar Baru

«.n.i

bal an

.kr.jsin ini menerangkan benar bahwa saudara Elvi fakhri rezi telah melakukan penelitian terhadap 

fcisus penguasaan pasar yang mana melibatkan PT.Suraco Jaya Abadi Motor

Mirat ini kami bual untuk dipergunakan sebagaimana mestinya• i.;

Makassar. 3 February 2007
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SINAR ALAM PRATAMA
Jl. Mesjid Raya Nomor 178 Makassar 
Dealcr Rosmi Sepeda Motor YAMAHA

SURAT KTERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini 
: ARWIN 

: Manager
ISertindak atas nama Sinar Alam Pratama

Nama
Ji.batan

Dengan ini menerangkan bahwa saudara ELVI FAKHRI REZI telah 

melakukan penelitian dalam hal penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan 

terhadap Praktek Diskriminasi Dalam Penguasaan Pasar Menurut UU. NO. 5 

Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat (studi kasus PT. Suracojaya Abadi Motor)'.

Demikian surat ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar. 24 /februari 2007
i ya"m A h?aT

SINAR ALAM PRATAMA
m
-t N JUALAN PER \ «futiuuumitit TAN SUKU CAOANG 

IIUWUW MitA&SAI

i
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Perkara Nomor: 04/KPPU-L/2006

Pengawas Persaingan Usuha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi 
mg memeriksa

ndting-undang Nomor 5 Tahun 1999 tenung Larungan Praktek Monopoli dan Persaingan 
*aha Tidak Sehat selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan

-iigan distribusi motor Yamaha di wilayah Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh:............

Terlapor I: PT Suraeojaya Abadi Motor selanjutnya disebut Suraco. beralamat 
ktintordi Jalan A.P. Peturani No. 18 Makasar;...............-...... —................—......

pelanggaran terhadap Pasal IS ayal (i) dan Pasal 19 humf d

Terlapor II: UD Sinar r Baru, beralamat d. Jalan
Veteran Selatan 209 A (J 19) Makasar;........................-.............. -........................ —

Terlapor III: Toko Sinar Alam Praiama selanjutnya disebut Sinar Alam, beralamat

di Jalan Mesjid Kaya No. 178 Makasar;......

toh mengambil Putusan sebagai berikut:--

•••••••
• ••

lajells

eielah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;.........

-
eielah mendengar keterangan para Saksi;........

-telah

lenilai hal-hal sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya dnebw: BAP);

TF.NTANC DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa pada tanggal 21 Detember 2005, Komisi telah menerima Laporan 

dan 4 (empat)
dugaan pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yang pada

pokoknya menyatakan sebagai berikut;-------------------------------------------------------------

1.1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2005, Suraco selaku main deolcr sepeti a motor n setek 
Yamaha (adanjmny* disebut 
larangan kepada seluruh uib dcater motor Yamaha untuk tidak menjual, memasok

-



mempromosikan sen* memajang (display) motor Yamaha di loko milik mdtcd 
channeb,

1.2. Bahwa tersebut di alas tertuang dalam surat Suraco Nomor: 
114/SJAM/V/200S yang ditujukan kepada para sub dealer yang di dalamnya 

pemberlakuan denda sebanyak Rp 5000.00?.. (lima juta rupiah) per unit 
motor Yamaho yang terbukti dijual, dipromosikan serta dipajang (display) di toko
milik mixcd chanwl:-----------------------------------------------------------------------

1.3. Bahwa selam denda, sub dealer akan dikenakan sanksi pemunisan hubungan kerja
jika terbukti menjual motor Yamaha kepada para

mitetl channel termasuk Pclnpor;---- -
1.4. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2005. Suraco menerbitkan surat Nomor: 

138/SJAM/V1/2005 yang isinya mencabut surat Nomor II4/SJAM/V/200S. 
Kemudian pada tanggal 6 Juli 2005. Suraco menerbitkan sutat keterangan yang 
pada pokoknya menyatakan inb dealer diperbolehkan menjual motor Yamaha ke 
mlsed channel. Selain menjual, para channel juga diperbolehkan memajang 

(display) dan mempromosikan
1.5. Bahwa meskipun Surat Nomor. 114/SJAM/V/2005 sudah dicabut, ternyata 

larangan penjualan motor Yamaha dari sub dealer ke miced channel masih terjadi.
Alam;------

1.6. Bahwa Suraco melakukan pendataan terhadap pendistribusian motor Yamaha dan 

sub dealer secara sepihak. Apabila ditemukan motor Yamaha dijual maupun 
dipajang oleh mhcd channel. Suraco akan melakukan pemeriksaan nomor rangka 
motor Yamaha untuk mengetahui asal suh dealer yang menjual sepeda motor 
tersebut;

1.7. Bahwa Suraco dengan para nih dealer bersepakat dan menandatangani perjanjian
di hadapan Notaris untuk tidak rocn|ual motor Yamaha ke misa/channel.----------

1.8- Bahwa tindakan pelarangan menjual dan memajang motor Yamaha yang dilakukan 
oleh Suraco. Smar Baru dan Sinar Alam menghambat kelangsungan usaha m.ied

(Bukti Al);----------
2. Menimbang bahwa berdasarkan laporan tenebut. Komisi melakukan

terhadap kejelasan laporan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Utaha Nomor 05/KPPU/XEP/IX/2COO

Y

Baru Si

kecil

Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran

1999;------------------------------------------------Terhadap Undang-Undang 

3 Menimbang bahwa setelah melakukan penelitian terhadap laporan tersebut. Komisi

ST
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S Ww Uporan yang lengkap dan jelas tersebut. Rapal Komisi tanggal
2 Marei 2006 memuluskan laporan tersebut masuk ke dalam Pemeriksaan Pendahuluan; 

*• Menimbang bahwa

Nomor: 07/PEN/KPPU/IU/2006 ianBKnl 20 Marei 2006 lemang Pemeriksaan 
Pendahuluan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2006.
Pendahuluan lerhilung sejak tanggal 20 Marei 2006 sampai dengan 3 Mei 2006 (Bukti
A5 y.

'■ Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan. Komisi 
mcncrbiikan Keputusan Nomor. JJ/KEP/KPPU/1II/20C6 tanggal 20 Marei 2006 tentang 
Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan 

Perkara Nomor: DI/KPPU-U2006. yaitu Dr. Syamsul Maarif. S.H., LL.M., sebagai 
Ketw. Ir. H. Tadjuddin Noer Said 
sebagai Anggota (Bukti A6);------

Faisal Itasan Dasri. S.U.. M.A. masing-masing

Tim PcmenkS3
maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas
Nomor 5 5/SET/D E/ST/111/2006 tanggal 20 Marei 2006 (Beku A7);----------------------

S. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan. Tim Pemeriksa telah mendengar 
keterangan «Jari Pelapor dan 

1. Menimbang bahwa selelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan. Tim Pemeriksa 
menemukan adanya indikasi kuat terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 15 ayal (I)

I 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut-
9.1. Suraco telah melakukan perjanjian dengan Sinar Bani dan Sinar Alam yang 

persyaratan

9.2. Suraco bersama-sama Sinar Bani dan Sinar Alam melakukan diskriminasi

Pemeriksaan Pendahuluan.

Terlapor,

tidak motor Yamaha kepada mixedchonnel,-

9 2.1. Miied chamwt dapat membeli motor Yamaha tetapi harus membuka
diperbolehkan membeli moior Y;faktur, sedangkan

tanpa membuka faktur;......
9.2.2. Miied channel dilarang

fakturnya sedangkan chamtel murni diperbolehkan;-------

9.3. Larangan sub deuler untuk memasok motor Y

Y. yang

c*uw/ dan

tindakan diskriminasi kepada miied ctmunel yang melarang memajang motor 
Yamaha yang belum diterbitkan fakturnya telah menyebabkan hilangnya 
kesempatan berusaha bagi miied chaiwel yaitu menjual motor Yamaha (Bukti

A22);--------------------------------------------------------------------------------------
10. Menimbang bahwa dengan demikian. Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat 

Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke lahap Pemeriksaan Lanjutan;------

3



Tim Pemetik u Pendahuluan tersebut, 

'isi mcnyciujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: I2/PEN/KPPU/V/2006 
_3l S Mei 2006

«ung sejak tanggal 5 Mei 2006 sampai dengan 28 Juli 2006 (Bukti A24); 
imlung bahwa
itusnn Nomor. 76/KEP/KPPIW/2006 tanggal 5 Mei 2006 tentang Penugasan 

isi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 

.PPU-L/2006, yaitu Dr. Syamsul Maarif. S.H., LL M., sebagai Ketua. Ir. H. 
uddm Noe» Said dan Faisal Matan Basri. S.L M.A. masing-masing sebagai 

gnta (Bukti A25); ----- ------------------ -...................... ................—-------------

mbang bahwa atas

Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor. 04/KPPU-L/2006

Pemeriksaan Lanjutan. Komisi menerbitkan

MU

Majelis Komisi dalum Pemeriksaan Lanjutan. 

« Direktur Eksekutif Sckretnriat Komisi mcncrbitknn Surat Tugas Direktur 
kunf Nomor: I09/SET/DE/5T/V/200S tanggal 8 Mei 2006 (Bukti A28); 

imbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan. Majelis Komisi telah mendengar
Suraco. Sinar Baru. Sinar Alam dan para Saksi;-------------------------------

imbang bahwa identitas serta keterangan para Pelapor, para Terlapor dan para 
a telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Pelapor, para

upor dan para Saksi;---- ———------—-———™—•—......-........... ...... —
bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan 

innjnngan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi telah mendapatkan, menciiti dan 
ilai sejumlah surat dan atau dokumen. BAP serta bukii-buUI lain yang lelah

rokh selama pemeriksaan (Bukti A4S. A46. A47);----- •---------- ---- -.................
rimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan 
laian yang cukup untuk mengambil Putusan;.......—-

bahwa untuk

bahwa
Saksi yang diperoleh dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, 

.-lis Komisi
Identitas Puru Terlapor —-------

1.1.1.

surat, dok

fakta-fakta sebagai berikut:

l.l.l.l. Bahwa Suraco adalah badan uraha didirikan berdasarkan
Republik

berbentuk Perseroan Terbatas dengan Akta Nomor: 20 
tanggal 17 Januari 1W4 yang dibuai oleh Sri Martini Widjo,». 
Notaris di Ujung Pandang, yang Anggaran Daurnya teluh

y«6

diumumkan dalam Berita Negara Republik ind.-it.ia «w»yl



26 April 1996 Nomor. 34. Tambahan Nomor. 397*1996 
yang pembahan Anggaran Dasar lerokhir telah nwmlitpnt 
pengesahan dari Menteri Haftan 
Republik Indonesia tanggal 11 Januari 2005 Nomor. C-0G760 

HT.OI .04.TH.2003 (
1.1.1.2. Bahwa sejak tahun 1971. Suraco berusaha dalam bidang

Hak Asan Manusia

ti C67);

otomotif khususnya sebagai matu dcaler motor Yamaha di 
Sulawesi (Uulti B2).

.1.2. Sinar Buru
1.1.2.1. Bahwa Sinar Bani adalah 

beralamat di Jalan Veteran Utara Nomor: 209 A Makassar 
dengan maksud dan tujuan untuk berusaha dalam bidang

alat-alat listrik dan kendaraan bermotor 

berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah 
Nomor: 50W60/SIUPM-B/KPM>5 tanggal 26 April 2005 
(Bukti C43);--------------------- ---- -------- ---- ------- ---- —

1.1.2.2. Bahwa Sinar Baru telah menjalankan usaha menjual sepeda
motor icjak tahun 1988 (Bukti B4);-----------------------------

1.1.3. Sinar Alam.....—
w

1.1.3.1. Bahwa Sinar Alam
beralamat di Jalan Mesjid Raya Nomor. 178 Makassar 
dengan maksud dan tujuan untuk berusaha dalam bidang 

dan suku cadang berdasarkan Surat Ijin Usaha 

Perdagangan (SIUP) Menengah No. 2329/20-23/PM/X!I/
2001 tanggal 10 Desember 2001;--------------------------------

1.1.3.2 Bahwa Sinar Alam telah menjalankan usaha menjual sepeda 
2001;---------------------- ----- --------------sejak

2. Pasar Bersangkutan
1.2.1. Bahwa pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah penjualan sepeda 

baru merek Yamaha di Sulawesi Selaun;-------------------------

.3. Struktur Pasar
1.3.1. Bahwa dalam pasar bersangkutan terdapat 3 (tiga) tingkatan penjual, 

tingkat paling atas yakni utoln dealer, kemudian svb dealer dan main 
dealer shop, seria tingkat paling bawah yakni ehaanel, baik channel

1.3.2. Bahwa yang dimaksud dengan main dealer dalam pctknra ini adalah 
Suraco. berkedudukan di Makassar yang ditunjuk secara resmi oleh

\
S



I
PT. Yamaha Indonesia Motor Manuficturing (selanjurnya disebut 
Y1MM) untuk memasarkan sepeda motor baru merek Yamaha di
Propinsi Sulawesi Selaun dan Sulawesi Darat (Dukti C65);—.............
Dahwa yang dimaksud dengan sub dealer dalam perkara ini adalah1.3.3.

atau pengusaha yang eksklusif menjual moto» Yamaha
secara retail yang telah ditunjuk secara resmi oleh Suraco dan

persetujuan tertulis dari YIMM (Bukti CS - C24. C39,
C47);-------

1.3.4. Bahwa lhop dalam perkara ini 
adalah toko (sfcow room) milik Suraco yang eksklusif menjual motor

(Buku 82);------------------------------------------
1.3 J. Bahwa yang dimaksud dengan channel mumi dalam perkara ini adalah 

toko yang menjual sepeda moto» baru merek Yamaha saja dan 
diangkat oleh tub dealer dengan persetujuan Suraco (Bukti CS - C24. 
C39.C47);-------------------------------------------------------------------

1.3.6. Bahwa yang dimaksud dengan mbted ekannel dalam perkara ini adalah 
toko independen (tidak ada hubungan dengan Suraco dan/atau sub 
dealer) yang menjual berbagai merek sepeda motor dalam 1 (satu) 
toko (Bukti BI. B2);-

I -3.7. Bahwa pad» tahun 200«. dalam pasar bersangkutan terdapat 22 (dua 

puluh dua) sub dealer milik perorangan dan 11 (sebelas) main dealer
wilayah Sulawesi Selatan (Bukti A58);~

1.3.8. Bahwa pada tahun 200«, volume penjualan pada tingkat sub dealer

22.057 (dua puluh dua ribu lima puluh tujuh)
unit dan penjualan seluruh main dealer skop sebesar 9.816 (sembilan

) unit (Bukti ASI);-------------------------

1.3.9. Bahwa pada tahun 2005. dalam pasar bersangkutan terdapat 22 (dua 
puluh) sub dealer milik perorangan dan 14 (empat belas) 
shop milik Suraco di seluruh wilayah Sulawesi Selatan (Bukti A58);—

1.3.10. Bahwa pada tahun 2005. volume penjualan pada tingkat sub dealer
milik perorangan sebesar 26.316 (dua puluh enam ribu tiga ratus enam 
belas) unit dan penjualan seluruh main dealer «Aoj» milik Suraco 
sebesar 11.728 (sebelas ribu tujuh ratus dua puluh delupan) unit (Bukti 
A58);-------------------------------------------------------------------------

IJ.II. Bahwa pada tahun 2006. dalam pasar bersangkutan terdapat 23 (dua 
puluh tiga) tub dealer milik perorangan dan 16 (enam belas) main

di

ribu
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dealcr tkop milik Suraco di «luruh wilayah Sutarai Selaian (Bukti 
A 58 J; —---------------------------------------------------------------------

1.3.12. Bahwa «ampai dengan bulan Juli 2006. volume penjualan pada tingkat 

sub dealcr milik perorangan sebeur 18.773 (delapan bel» tujuh 
tujuh puluh tiga) unit dan penjualan «luruh main dealcr *hop milik 

Suraco «cbciar 8.989 (delapan ribu «mbilan ratu* delapan puluh
ASI*---------------------------------u------------------

1.3.13. Bahwa penjualan motor Yamaha oleh Suraco mengalami peningkatan 
dari tahun ke tahun, dari 32.177 (tiga puluh dua ribu «ratus lu,uh 
puluh tujuh) unit pada tahun 2004 dan meningkat scbc*ar 19% 

(«mbilan bela* peraen) menjadi 38.338 (tiga puluh dclapon nbu liga
2005 (Bukti A58);------------

1.3.14. Bahwa untuk 7 (tujuh) bulan pertama di tahun 2006. total penjualan 
motor Yamaha mencapai 27.944 (dua puluh tujuh ribu «mbilan ratus

37% (tiga puluh tujuh
persen) dari tahun «belumnya. Berikut adalah data pcnjualnn motor 
Yamaha dari bulan Januari 2004 rampai bubn Juli 2C06 (Bukri A58); -

) (

)tim

Penjualan Untuk Tahun (Unit)
Bulan

2004 2005 2006

Januari 2.571 2.394 3.643
Pebmari 2.201 2.455 3.041

Maret 2.385 2.788 3.668

April 2.116 2.636 3.718

2.432, 2Mei 4.425

Juni 3.488 3.408 4.703

Juli 3.333 3522 4.746

3.075 4.452

September 2.673 4012

Oktober 2.975 3.380
2 340 2 529

Dcicmbcr 2.588 3.554

Total 32.177 27.944

7
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1.3.15. Bahwa 5 (lima) penjualan tertinggi iub dealer dan

pada tahun 2004 dap» dilihui pada label di bawah mi (Bukti A58).----
rfvjUAH'

dcater.hop

so SVID€.iLIM
SHOf

) 149 2.14»

i 2 *J I
7:ooJ Pnmj M*er ? 051 't

BV
■

.70? i 721

1.3.16. Bahwa penjualan motor Yamaha oleh Sinar Baru pada tahun 2004 
sebanyak U (empat belas) unit, sedangkan pada lahun 2005 penjualan 
moior Yamaha ti<la« icrcaiat alas nama Sinar Haru karena faktur

(Bukti A58);-------------------------
1.3.17. Bnhwa 5 (lima) penjualan tertinggi m* dealer dan main dealer shop

2005 dap» dilihat pada tabel di bawah ini (Bukti A58)----
i,evjuai..Vn- 

(UMT)

Y

pada
M Alo UV..M.V.KNO SUM DLAliK

(VS fj) SHOf
'i J.w I

l72i i I 415

I

I

IJ.lt. Bahwa 5 (lima) penjualan icrJn^i
sampai bul^n Juli 2006 dapat dilihat pada tabel di bawah ini (Bukti 
A5tk------ —---------------------------------------------------------------

fr.KJUALA\

(UWT)
MAIN A N

SO SOM DLAUK
SHOf OIMT)

I »>)

i T US
lu » H :

v;* M6J

uTt I

26 (dua puluh enam) channel mumi 
dan kurang lebih 28 (dun puluh delapan) mixed chaimel yang tersebar

(Bukti A3. A58);------------------
1.3.20. Bahwa rata-rata penjualan motor Yamaha di tingkat ctiowcl berkisar

antara 5 (lima) - 25 (dua puluh lima) unit per bulan (Bukti BI. BI2. 
B13);---------

1.3.21. Bahwa volume penjualan channel resmi dan mited channrl pada 

tahun 2034 hingga tahun 2006 merupakan bagian dari total

1.3.19. Bahwa

di

8



volume penjualan d. tingkat n«A dealer dan main deokr ,hap. ka.cn* 

penjualan buru dianggap tcrealal kelikn ada pengajuan pembukaan 
disuA

1.3.22. Bahwa 5 (lima) sub deater, tcrmaauk Sinar Baru dan Sinar Alam,
tbop (Bukti B2);

ke idak
menguasai pasar karena tidak menguasai sama atau lebih dari 75% 
(tujuh puluh lima pc.scn) pangsa pasar (Bukti A58);

1.3.2J. Bahwa pangsa pasar motor Yamaha di Sulawesi Selatan pada tahun 

2005 adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh merek motor
atau berada di peringkat tiga (Bukti A43);--------------------------------

'•3.24. Bahwa pangsa putar motor Yamaha di Sulawesi Selatan mengalami 
peningkatan tajam pada tahun 2006 (sampai dengan April) menjadi 
45% (empat puluh lima persen) sehingga motor Yamaha menduduki 
peringkat pertama dari seluruh merek motor (Bukti A43);

I. Jaringan Distribusi Sura

1.4.1. Hubungan Sumeo (main dealer) dengan PT Yamaha Indonesia 
Manufaclurlng—

1.4.1.1. Bahwa Suraco dirunjuk sebagai main deaUr oteh YIMM
untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barai sejak 
tahun 1998 ketika YIMM mengambil alih peranan 
PT. Y. Kencana Motor Indonesia (selanjutnya disebut
YMKI)(Bukti A43.BI8);---------

pe^anjian
.............—«

1.4.1 i Suraco

YMKI tertanggal 6 Fcbniari 1993 maupun Perjanjian 
Distribusi Suraco dengan YIMM tertinggal 28 April 
2006. pada pasal yang sama yukni pnsnl 2 butir 3 Perjanjian
Distribusi menyatakan hubungan antara Suraco dengan
YIMM (d/h YMKI) hanyalah bersifat sebagal penjual dan

pembeli saja (Bukti C37. C65. C66);---------------------------
1.4.1 J. Bahwa dalam Perjanjian Distribusi. Suraco hanya bcrhBk 

menjual kepada sub dealer atau jaringan Yamaha yang telah 
disetujui YIMM (Bukti C65. C66);-----------------------------

1.4.1.4. Bahwa dalam kedua Perjanjian Distribusi tersebut di atas, 
Suraco
produk asli merek Yamaha (Bukti C65, C66);

1.4.1.5. Bahwa dengan demikian hubungan antara YIMM 
Suraco adalah hubungan jual beli, dan Itargu jual kembali

dfeUmy* hanya boleh menjuaJ
...... .

9
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ditemukan Sumeo dalam bentuk prlce Ini dengan persetujuan
d«h Y1MM (Bukti C6S. C66);-------

1.4.2. Hubungan Suraco dengan para Sub Jeultr-
l.4.2.1. Bahwa dalam Pasal 2 bulir 3 Perjanjian Distribusi antara

usaha antara Suraco dengan para sub dealer hanyalah bersifat 

pembeli saja (Bukti C5 - C24. C39.
C47);

14.2.2. Bahwa fasilitas yang diperoleh sub dealer sebagai berikut
(Bukti CS - C24, C39. C47):-----------------------------------------
l .4.2.2.1. Mendapat hak untuk menjual produk motor

Y
I.4.2.2.2. Mendapat penggantian biaya pemasangan papan 

identitas toko (stop *«£") «suai
Corporaic Inden t i n'.........—■—

1.4.22J. Memperoleh kemudahan dalam pembayaran 
berupa tenggang waktu
Suraco;------

1.4 22.4. Mendapatkan
pengarahan lainnya yang diperlukan bagi

Y

•••••••

pelatihan, diskus, dan

1.42.3. Bahwa kewajiban setiap sub daster adalah, antara la.n (Buku
CJ-C24.C39.C47);----------------------------
1.42.3.1. Mengikuti kebijakan-kebijakan 

ditetapkan oleh Suraco;..............

yang

1.42J.2.
pelayanan melalui konsep 3S, yakni Saka. Service
dan suku cadang;-----

1.42.3.3. Bersedia ikut sena dilam program-program

1.42.4. Bahwa Suraco memberikan
(empat rutus lima puluh ribu rupiah) kepada sub dealer untuk

kondisi oB-rood <14*1. M.

Rp 450.0<i»,•

Y.

B4. B6, BII. B14);-------
1.4J. Chonnt! Murni dan MitedCAa«nW dalam Pasar Motor Yamali* <Ji

..... .

S

•'y



i;

H, k* UUedI.4J.I. Sebelum Larangan Menjual Motor Ya

ehannel (Bukti Al, A43. 01,1112, »13. DI S)........
1.4.3.1.1. Bahwa tidak ada penyebutan mUed 

ehannel dan ehannel mumi tetapi hanya diacbut

1.4J. 1.2. Bahwa
Yamaha tanpa harui mendapatkan pcrwtujuan dari

sub ilealer dan Suraco;---------
1.4.3.1J. Bahwa ehannel dapat menu!*

dianggap puling mcnguniungkim;.........................
dapat memilih tub deder yang1.4j. 1.4. Bahwa

memasok motor Yaimiha bcnUv-kan 
antara ehannel dengan sub ilealer, •—

ehannel membel, motor Yamaha 

jualbcli
1.4.3.!.S. Bahwa

dan sub tlealer 

membuka faktur;.......

I4J.I.4. Bahwa
Yamaha yang dibeli dari sub dealo- di tokonya; — 

1.4J. 1.7. Bahwa «mu» ehannel memperoleh potongan 
harga kurang lebih Rp. 400.0CO.- (empat 

rupiah) dari sub dealer.

ribu

ehannel memberikan 
harga kepada konsumen berkisar 

Rp. 100.000,- (terutus ribu rupiah) hingga 
Rp 200000,-(ega 

1.4.3.1.9. Bahwa jika komumen membeli motor Yamaha 
teeara tunai. c&mnW bisa memberikan potongan 
harga h.ngga Rp 350.000.- (t,ga 

ribu rupiah) «hingga keuntungan ehannel dari 
diskon sub dealer hanya Rp 50.000,- (lima 
ribu rupiah);

1.4.3.2. Sciuduh Larangan Menjual Motor Yamaha kr Hiu* 
(Bukti Al. A43. BI. BI2.313. BIS)

1.4.3.2.1. Bahwa ada pembedaan penyebutan iaiUh 
yaitu ehannel mumi dan mUed ehannel.

I4J.I.8. Bahwa

k-

;

H



1.0.2.2. Bahwa berbeda dengan atited chamet

Suraeo;....................... ............' **
I.4.3.2.J. Bnhw* berbeda dengan mixed channel. pendman 

channel mumi mengacu pada kesepakatan
yang disetujui oieh Su«o dan

berbeda dengan maed channel. channel 
mumi hanya boleh nvembeli motor Yamaha dan

sub deoler yang mengangkatnya;-------------------
nb deoler

mumi adalah jual-bel. putus. sedangkan maed 

channel menjadi perantara bagi si.li dealer. 
I.4.3.2.6. Bahwa channel mumi membeli motor Yamaha 

dan mb deoler tanpa membuka faktur ««tangkan

1.4.3.2.4. Bahwa

1-0.2.5.

untuk membuka faktur.------------
Bahwa berbeda dengan channel mumi, sebagai 

perantara mucd channel tidak dapat lagi memajang
14.3.2.7.

Y:

14.3.2.«. Bahwa motor Yamaha yang dibeli konsumen 
melalui matd channel diantar langsung oleh sub

dcaler kepada konsumen;--------
1.0.29. Bahwa berbeda mumi. mixed

hargatidak U*, mendapatkan
(rf.icoi.nr), tetapi hanya berupa komisi dari sub 
deoler sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) -
Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);.....

ijadi SubIS. Pena-arau Sumtn kepnda Channel nntnk

(Bukti C5I
1.5.1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2005, Suraeo mengeluarkan Surai 

Nomor 109/SM M/V/2005 yang ditujukan kepada channel mengenai

Yamaha

1.5.2. Bahwa persyaratan
dalam butir 1.5.1 adalah sebagai benkut:................
a. Menyediakan lokasi dengan status milik sendiri;-

12



b. Menyetujui lokasi yang ditentukan oleh YMKI dan uxii" dotle' 

dengan luas 12 x 15 m;-
c. Menyerahkan uang jaminan sebesar Rp. 100.000.000,- (

rupiah);------------------------------------------
d. Menyetujui target minimal yang ditentukan

(tujuh puluh lima) unit per bulan;-.........—
1.5.J. Bahwa terhadap penawaran sebagaimana dalam lutit 1-5.1. l»dak **

. deale yakni 75

Ytub i,mised channel yang beralih
i.6. Program Pemurnian Sub Dealer (Bukti A58. UI. IM. B6, Uli. BI8)---------

1.6.1. Bahwa yang dimaksud program
program yang dilokukun oleh YIMM nvclalui Suraco kepada sub dealtr

saja dalam I (satu) toko (sho-rocm): — 
1.6.2. Bahwa sebelum adanya program pemurnian, terdapat 6 (enam) sub 

dealer motor Yamaha di Sulawesi Selaian yang menjual motor Yamaha 

dan sepeda motor merek lain dalam satu toko. ya*u: Darma

Y

Panjaya, Sinar Baru. Nasindo. Prima Motor, dan Juwn Indah;
YIMM maka pada rapal dealer yang 

dilaksanakan pada awal tahun 2C05 yang diselenggarakan oleh YIMM 
dan dihadiri oleh Suraco serta para sub deajer. YIMM meminta kepada 

Suraco
hanya menjual motor Yamaha sebagaimana yang tertuang dalam 

Perjanjian Distribusi
1.6.4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1 perjanjian distnfcusi, yang isir.yi

antara lain yakni sub dealer dartfatau anggota keluarga keturunan 
langsung, dilarang baik secara 
menjual merek lain, namun ternyata ada sub dealer Yamaha yang 
melanggarnya, yakni UD. Darma Motor yang 

sub deoler tersebut memiliki toko yang menjual motor merek lain.;___.
1.6.5. Bahwa terhadap ptakiek penjualan motor merek lain oleh orang ua dan 

pemilik UD. Darma Motor. Suraco tidak mengambil tindakan 
atau setidak-tidaknya melarangnya;

1.7. Larangan Suraco kepada para Sub

ke Mlxed channel Tanpa Membuka Faktur......

1.6.3. Bahwa

penang eiskhmfsub

YIMM dengan Suraco;

pwi

Menjual Muue Yi*,*,

1.7.1. Kronologis------

1.7.1.1. Sebelum Perjaujlan Dhlrlbosl 
Para Sub Dealer......... ...........

Suraeu deuC.J(1



"1

; I

Jl Mei 2005. SuraeoI.7.I.I.I. Bahwa pada
mengeluarkan Sun. Nomor . 14/SJAM/V/2005 

ditujukan kepada sub d,‘.iler yang ismy»yang
lain (Bukti C2. C26);........ ........ —.........

a. Melarang deoler eksklusif maupun deoler mU 

menjual motor Y
b. Apabila dikelabui masih menjual ke chaimel,

maka deoler akan diberikan sanksi berupa:-----
L Sanksi I. yakni membayar denda

Rp. 5.COO.OOO,- (lima juta rupiah) per um» 

motor; —
li. Sanks. II. berupa Surat Permgaun apabila

ke cko**et.'
o

•••••••

ke .•

iii. Sanksi III. berupa pengakhiran hubungan 
kerja sama, apabila deoler masih lelap

1.7.1.U. Bahwa pada tanggal 13 Jun. 2005. Suraeo
■urat Nomor: I32/SJAM/VI/2005 menjatuhkan 
sanksi sebesar Rp. 5.<00.000.• (lima juU rupiah) 

kepada sub deoler Sinar Makmur karena menjual
iCTfc.

1.7.1.1.3. Bahwa menurut vub deoler Sinar Makmur, Suraeo 
tidak menjatuhkan sanksi karena utb deoler Sinar

(Y

menyatakan txd> deoler Sinar Makmur tidak 
menjual motor Yamaha ke mlxtd charnel 
melainkan hanya meminjam mobil milik mlied

Y,

(Bukti BI4);----

1.7.1.1.4. Bahwa pada tunggal 22 Juni 2005, Suraeo 
mengeluarkan aurat Nomor 13 8/S J A M/V1/2005 

Nomor 114/SJ AM/V/2005
(Bukti C4);....

1.7.1.2. Sesudah Perjanjian Distribusi antara Suraeo dengan Para
Sub
1.7.1.2.1. Bahwa unggal M hmi 2005. Suraeo

mengadakan rapat sub deoler. yang u|,h

14



I

HIU haail kepulmu rapat 
terhadap nb y“nB ,ocniua 

kepodn m(xcJ chmmri ia»PJ '•

Yni'^ha,lmowf
membuka faUur

(Bukti D4. C57);—- ..
I.7.U2 Bah-» mulai pada tanggal W

Ptrj-,«« 
padauntt»'»**

1.7.1.2.3. Bahwa Suraco
Nomor. 13 dengan Sinar Baru 

2005 (Bukti C12, C39>;-------—
1.7.1.2.4. Bahwa Suraco membuat Perjanjian D"ln 

J dengan Sinar Alam pada tanggal 30 3un.Nomor:

2005 (Bukti C5. C47);

1.7.1 AS.

oleh Suraco (Bukti CS - C24.09. C47);
Bahwa dalam Perjanjian DiHribwti KMlfc* uljk 

ada keicnitian yang menyetelkan aduya lonngin 
kepada lub ilealer untuk menjual molor Yum»ha 

kepada «urd chonnel (Bukti C5 - C24. C39. C47* 
1.7.1-2.7. Bahwa mek^un detrakun. Suraco membaik»

2 (dua) mb Mv

1.7.1.2.6.

I

ehaiuttl retmi Yamaha, yakni tcrhidap: 
i. Sumber Baru Motor, dengan iur» 

Surtoo Nonior: 062/SJAhWV/2Q06 iciungpi
I April 2006 (Bukti C22);-----------------------

ii. Darma Motor, rfcngan surat Suraco Nomor. 
06V SJAMIV/2006 
(Bakti C23k--------- iApnlttos

1.7.1.2J. Bahwa motoc Yamaha yang 

melalui mlxed cbannel diantar 
dtaler kepada konsumen xhi [Ua*'“a**ha*

«Bukti BI. B)2<

juga tidak dapat memajang motor Y
acbelum diantar ke konsumen

fBlMc
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I,7A AU“" PeUr,“C*» Penjualan Motor Yamaha dari Sub Dealer

blix,d Channel----------------------------------------------
Bahwa menurut Suraco alann dilarangnya ™6 ,/cn/« menjual 

Yamaha kepada -.««/ cAomre/ adalah untuk hal-hal.
(Bukti B2).-------------------------------------------------

1.7.2.1. Menjaga kualitas motor Yamaha, karena Suraco menerima 

. banyak keluhan «lari konsumen mengenai suku cnclnng motor
Yamaha yang baru dibeli ternyata tidak asli;-------------------

1.7.2.2. Menjaga stabilitas harga 
channe! yang menjual 

Menurut Suraco. wlied chcmicl telah melakukan praktek jual 
nigi. namun tidak betuni meragi karena masih mendapat 
keuntungan dari penjualan motor merek lain (subsidi silang); •

1.7-2.3. Ada kebijakan dan YIMM unruk 
di tingkat konsumen;

1.7.2 4. Permintaan dari sub dealer kepada Suraco untuk menertibkan

mlxed diawuti',---------------- —-------------------------------
1.7.3. Konfirmasi Alasan Pelarangan Penjualan Motor Yamaha dari Sub 

Dealer kepada Mixed Channet,--------------------------------------------

motor
i berikut:

Yamaha, karena 
Yamaha di bawah harga beli.

1.7.3.1. Bahwa berkaitan ketidakaslian suku cadang motor 
Yamaha yang dikeluhkan konsumen, Suraco mengaku tidak 

membuat laporan kepada pihak berwenang atas pemalsuan 
suku cadang motor Yamaha dengan alasan sebagai berikut
(Bukti B2*------------

1.73.1.1. Tidak dapat siapa pelaku pemalsuan suku
Y

1.7.3.1.2. Konsumen yang mengajukan keluhan alas 
pemalsuan suku cadang motor Yamaha mendapat

1.7J. 1.3. Pertimbangan reputasi produk Yamaha, bila kasus 
pemalsuan tersebut dilaporkan ke pihak berwenang 
dlkuatirkan menjadi pembenaran adanya penjualan
gelap produk Yamaha;-----------------

1.7.3.2. Bahwa berkaitan dengan butir I.7J.I., pada
Jatim Yamaha sebagai bengkel resmi 

motor Yamaha karena adanya laporan konsumen mengenai

1996
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cado*g ttli dengan niku cadang palsu yang 
didugi dilakukan oleh bengkel Jatim Yamaha (Bukti B10);— 
Bahwa menjawab teguran tersebut, pemilik Jatim 
memberi penjelasan selain memiliki bengkel resmi yakni 
Jatim Yamaha, dia juga memiliki bengkel 
Mo«or yang menjual berbagai merek 

yang lokasinya berjarak 200 (dua ratus) meter dari bengkel 
resmi Jatim Yamaha (Bukti B10);...............

I.7.3.4. Bahwa konsumen yang melaporkan Jatim Yamaha ke Surnco 

membeli suku cadang motoe Yamaha di Jatim Motor, bukan 
di Jatim Yamaha dan penggantian suku cadang adalah

■ B10*
1.7 J.S. Bahwa berkaitan alasan menjaga stabilitas harga karena mlicd 

channel menjual dengan harga di bawah prlcc lisi, memang 
ada beberapa mired channel ynng melakukan hal tersebut tapi 
tidak sampai jual rugi, hanya 
keuntungannya (Bukti BI. B2);------

I.7J.6. Bahwa rnhed channel dapat menjual dengan harga di bawah 
price lisi karena melakukan subsidi silang dengnn motor- 
motor merek lain yang dijualnya (Bukti BI. B2);...................

1.7.3.7. Bahwa tidak ditemukan mlxed channel yang menjual dengan 
harga di 
BU*—

1.7.3.8. Bahwa Rezeki Sejati menjadi channel mumi karena boleh
meminjam dahulu motor Yamaha dari sub deatei-nya dan 

membayarnya kemudian apabila telah terjual ke konsumen 
(Bukti B23),--------------------

1.7.3.9. Bahwa Surya Motor menjadi 
yang paling diminati konsumen di Gowa (Bukti

Yamahn

yakni Jat.m 
endans buka- asli

(

mengurangi

modalnya (jual rugi) (Bukti BI. B2. BI2.

karena merek
Y.
BIJ*----------------------------------------------------------------

l.7.3.10.Bahwa Surya Motor menyatakan tidak ada keuntungan 
ekonomi yang diperolehnya dengan menjadi channel mumi
(Bukti BIS*------

1.7.3. II. Bahwa berkaitan kebijakan YIMM untuk 
menjaga kualitas mutu produk Yamaha di tingkat konsumen, 
YIMM dibantu oleh YMKI dalam melakukan pemasaran 
sepeda motor Yamaha (Bukti B2, BI8);................—------ —

17



1.7.3.12. Bahwa saut* YMKI YIMM
tkalrr mengatur ;ub dealer

produk ke tangan kormnnen sesuai dengan
kualitas Yamaha (Bukti B2. U18);----------------------------------

I.7.J.13.Uahwu YMKI tidak mengatur Mrategi pemasaran produk 
liingga ke chamel. Pelatihan, biaya promosi dnn lain-lain

hanya ampai level sub<lealer (Bakti B2. B18);-----------------
1.7.3.M.Bahwa berkailan dengan alasan permintaan dari sub dealer 

kepada Suraeo untuk menertibkan maed ebamfel pada butir 
I.7J.4,

off-road memberikan internir rabat ke maaf cl\am\,l kurang 
lebih sebesar Kp. 400.000.- (emput ratus ribu rupiah) sehingga 
airi» dealer bisa mendapat insentif nibat Rp. 50.000,- (lima 
puluh ribu rupiah) per unit motor (Bukti B4, Uh. BI I, B14);

1.7.3.15.Bahwa apabila sub dealer menjual langsung kepada 
konsumen dengan kondisi ,m ibe W. rrnka

deder menjual ke mUed ekannd dengan kondisi

diberikan sub dealer kepada

Rp. 150.000,- (seratus linu puluh ribu rupiah) hingga 
Rp. 250 000,- (dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) 
per unit sehingga sub dealer bisa mendapat insentif rabat 
lebih besar yakni Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupinh) hmggn 

Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu ntpiah) per unit motor (Bukti

B4. B6.BH.B14);---------------

1.7.3.16.Bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 1.7.1.2.1. dalam

Suraeo pada tanggal 30 Juni 
denda bagi sub dealer yang

.............. .

rapat sub dealer yang di

Y kepada mucd channel tanpa
membuka faktur (Bukti B4. CS7);--------

1.8. Fakta Lain

1.8.1. Bahwa sampai balas «aktu perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan 
berakhir pada tunggal 12 September 2006. larungan menjual motor 
Yamaha kepada

l .8.2. Bahwa terkait dengan larangan tersebut. Suraeo menyampaikan 

tertulis peojc
Nomor: 10I/SJAM/V1/2006 tanggal 5 Juni 2006 kepada Majelis 
Komisi perkara ini (Bukti A43);

(Bukti A44fc

perlindungan hukum.
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1-8 3- Bahwa dalam penjelasan tertulis icrscbui pada pokoknya berisi (Bukii 
A4J):

1.8.3.1. Ilaliiva Suraco mengakui secara fakiunl keberadaan channel

»»»««»«»»»»«••••••

yang merupakan perpanjangan rantai di 
Yamaha sebelum i kepada konsumen akhir;

1-8.3.2. Bahwa para channel tersebut ada yang terdadar don ada yang
tidak terdadar di lub dtaler.------

1.8.3.3. Bahwa keberadaan cfanMf yang tidak terdadar sering
dan juga berdampak 

buruk terhadap eitra Yamaha karena banyak konsumen yang 
memperoleh brosur yang tidak sesuai karena telah diganti atau 
tidak dapat mengklaim garansi karena k anu garansi rusak; — 

1.8 3.4. Bahw. Latar belakang dikeluarkannya kebyakan pemurnian 
dcaler oleh Suraco berawal dari banyaknya keluhan dari 
konsumen atas praktek usalia tidak jujur yang dilakukan oleh

mltcd channel; ......... —..... ........—
1.8.3.4.!. Bahwa beberapa praktek

ian bagi

tidak jujur

channel yang merugikan hak hukum dan
kepentingan konsumen, antara lain;-------—.......
n. Penggantian suku cadang asli motor Yamaha 

dengan suku lain sebelum

b. Penggantian bonus pembelian motor Yamaha 

seperti helm, jaket dan lool hat dengan barang 
sejenis yang bukan

c. Menyobek kupon
Y

servis gratis dan oli 
gratis dari buku kepemilikan produk untuk 
kemudian diuangkan dan ditagihkan kepadn ke

Suraco;---- --------------
d. Tidak adanya kepastian i dan layanan 

puma jual yang memenuhi syarat dan «andar 
Yamaha yang diberikan oleh channel ke 

konsumen; ———•••—••
1.8.3.5. Bahwa akibat praktek usaha tidak j y** dilakukan

. banyak yang membeli produk dari
yang memiliki fasilitas 

puma jual untuk memperbaiki motor konsumen tersebut;-----

(
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2.1.2.3. Bahwa lidnk benar dalam rnpnt Jcaler pada tahun 2C0J 

YIMM mcmima Suraco melarang sub dtakr menjual ke 
channel, YIMM hanya memfana 
menjual molor Yamaha;—............

sub dtater hanya

2.1.2.4. Bahwa YMKI YIMM. menyalakan YIMM tidak 
lalui menahu mengenai kebijakan Suraco melarang menjual 
ke channel hingga perkara ini diperiksa oleh KPPU;- 

2.12J. Bahwa dengan demikian.
menjual motor Yamaha kepada mitctl channel merupakan

. sub dealer untuk

!. Larangan Suraco Tidak

2.2.1. MixeJ Channel Tidak Melakukan Pruklek Usaha Tidak Jujur yang 
Merugikan Kepentingan K 
2.2.1.1. Bahwa alasan Suraco melarang para sub dealer menjual ke

membuka faktur adalah
channel melakukan beberapa praktek utuhn tidak jujur yang 
merugikan kepentingan konsumen berupa mengganti tuku 
cadang

Yamaha seperti helm, jaket dan ton/boi «lengan barang sejenis 
yang buka»
servis dan oli gratis dari buku kepemilikan;----

22.1.2. Bahwa tidak ada laporan dari Suraco kepnda p-liak berwenang 

atas pemalsuan suku cadang sepeda motor yang dilakukan
oleh miicJ channel; -------------------------------------- —......

Suraco tidak dapat memberikan bukti atau setidak- 
tidaknya catatan mengenai laporan konsumen tentang adanya 
mLied channel yang mengganti bonus pembelian molor 
Yamaha seperti h«lm.jakii 
yang bukan standar Yamalia;---------

Alasan Pembenar............. .......

Y

•••••••••••

22.1 J.

bukti atau
tidaknyu catatan mengenai luporan kontumen tentang adanya 
miscd cltannel yang menyobek kupon bonus servis dan oli 
gratis dari buku kepemilikan;

22.1.5. Bahwa dengan demikian alasan Suraco yang menyatakan 
miied
merugikan konsumen adalah tidak berdasar.

jujur yang
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2-2-2. MUed CW.w
Tidak 

Sublliiu || 
2.2.2.1. Bahwa dari

Melakukan Praktek Jual f 
»'U» Motor Yamaha - 

bisnis.

Rud Ya.,

Permodalan d,„ volume 
* ***■»• «Arfwfer;------------

penjualan
2 2-2-2. Bahw, I

dengan menjual berbagai *
2-2-3J. B.hw, ta,*, m^a,

rrr wa "“h ^ >»»»dibandingkan ,„b y.„£ ... ........

keunggulan daya sa.ng mbed cha,,ueI-___
Bah», keunggulan daya oi„, meted 

dengan cara menjual

"«cam n***;

men
menjadi

dilakukan
Yamaha dcn,an tingkat insentifmotor

rabat yang leb.h kecil dibanding kondisi pasar normal, yang 

kemudian d.kompcnsaiikan dengan menaikkan insentif rabat 

sedikit di atas tingkat insentif rabat normal untuk sepeda
motor merek oa:

l
merek lain tersebut 

juga sebaliknya;.......... ........... .............. .................... ..............

2.2.2.5. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh mbted ehannel

sebagaimana tersebut padi butir 2.2.2 4. tidak 

dengan menjual dengan harga di bawah harga beli atau jual 
rugi;...................... .......................... .......................................

2.2.2.6. Bahwa dengan demikian alasan Suraco yang menyatakan 
ml.tedebartrel melakukan praktek jual rugi yang mengganggu 

stabilitas harga

2.23. Beroperasinya Mvced Channd Tidak Menghambat Beroperasinya 
Sub fVi/fT -------------- -----------*........
2.2 3.1. Bahwa larangan Suraco dikeluarkan karena <ir6 dealer 

menyatakan bahwa mbetl ciumnel mengganggu kegiatan 

usahanya, karena lokasi mised cbannel berdekatan dengan lub 
dealer dan mued cbannel dapat menjual dengan harga yang

sedang mengalami peningkatan, begitu
r

halnya

t

Yamaha tidak berdasar.-------

lebih murah dan sub dealer,--------------------------- -
Majelis Komisi menilai bahwa alasan Suraco 

mendasarkan pada argumen rir* 

bcnlasar. karena nrlted chaimel tidak

2.2.3.2. Bahwa
mengeluarkan

dealer adalah tidak
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: ;: j
keran puan untuk menghambat a*au mer.ggar.gu

kegiatan usaha jub Jrchr, mcngjnpt:-------------------------- -
dari skala bisnis, mu e J chcnntl bukanlah pesabgi.

Uzgsu^gjur Jeuier
1L ufd cksMMti roerr.be!: motor Yiraha ^ «*> <&fl,Vr-

mizcJ ehautti roer.jsdi bagian**-=**> penj-j:«n

d» n-*>------------------
TMuk AJ* Saia VaW QxmW Tidak Menjamin Kualitas

H Jsi 'u Tuju K
2.5-1. Ejino rodLTit S-n»n salah saru a'issr. dikeluarkannya larangan 

=era n:if Vg-ia iii ii merr.bcrikan jamiaao yang '-eb:h

'-■'*< V.-’-n.ri crcs^rrai Arogan keaslian m'm cadar.g maupun

r"i

Moior Yamaha

7 dariScraoD u^emTVaVm »ia pcr.gad^
T-r cadang asli V***

tncsjcWv• * i Sairw

pemeriksa» lanjutan. Suraco 
adalah- berakan =*»

bcies bac*» 7cns=-*a
Ta-aa. teoeb* di asas
*S* m =-=*=**
i^nau-^mac

15
icuHisr.1'»

ncr.«rv« 

»»■»■* 
o**"

fi- c»li--g «w Yamaha benar terjadi, 

“i kcun» toko tempat konsumen 
dan mtitd

*®d*i*3*
Si*8 &C* «“***'

menjualnya. apakah
iei-o-. «artea produk motoe Yamaha terintegrasi 

: a.a iiur r^rirar icr*e faktor berang, nomor rangka dan 
*• «.'sriarar ‘«r=Kttr <U?KU) dan Surai Tanda Nomor

Suraco dapat mengetahui

Ywat» :•»-£w**
auiv stB
.A-ar.

n«on- v* «iarosnya
r.ti.uu-uoi HTSK*. wr.—*£•
>a» .■'*■'«1 uoiaituraia peTggeaun

- - > b»M bu-a^-v «a* ptroab Vttitpofkan adanya penu
jiwea wk 2 'i 2 kcpola pihak yang berwajib:---------

L. donmv>i«i h, tidak pernah menyampaikan perbandingan
jwiviiiBt* tonmam *!w peningkatan kualitas moto» Yamaha

toku cadang moior Yamaha; - 
,lsuan sepeni yang

W**"'

tw
W*/*
yg&Mt- «*"*“ 
**&***'•

i yy.^isfiua suku cadang d*« lain sebjgamya
nd*n/a larangan penjualan motor Yamaha kepada

.* •*'vo /**«*«*»/* *«dak dapat dikalikan larangan penjualan motor 
choAArJ b*M berpengaruh terhadap usaha Suraco 

konsumen di Sulawesi
*>*•**2'^-
V,,,“h* ^.ua p.oduk hingga kc «angan
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» A L » N A M
B*hw* ■cfc*n«ny1 Sura 

kualius ° d-*pat membuai matu siKeni y 
k£ ,*nS*n konsumen 

mcnJu*l motor Yamaha ke 
**■* »da bulai

m0,0r Y^*ha hingg. 
•nembuai kebijakan larangan
D,hwa dcnKan demikian, 

"vmiaminkual.u.

2.3 8. ■turrfcA*,,*;

'W'tvntk,* Sub Dealer........ ..........
—1 “danya larangan 

ehannet, sub dealer menjual 

off-road dan

'A Suraco M umen; -

2-41. Bahwa sebelum
menjual motor Yamaha ke mlsed 

mo*°, Yl“** ke channel dengan kondisi 

kurang lebih «besarmemperoleh insentif mbai 
Rp- 50.000,- (lima puluh „bu rupiah)

24.2. Bah" apabila menJM, Yamaha .angsung ke k.aumcn,

Z nKndaPi' inMn,ir rabal ***” umara Rp. 200.000. (dua ratus
nbu rupiah) hingga Rp. 300.000, (,iga ra.us ribu n**) pc, uni,____

Bahw. dengan dilarangnya mUej membeli

Unpa membuka faktur

umr;

2.4J.
motor Yamaha

•rtinya tidak dapat memperoleh 
Yamaha seh.ngga tidak ada motor Yamaha yang bis. dipajang d. toko 

ntLted channel’,------------------ 1______________
2.4.4. Bahwa sebaliknya jika Suraco dan sub dealer menyatakan bahwa mirerf 

channe! bisa membeli motor Yamaha tapi haru* dengan membuka 

faktur, sama aninya motor Yamaha yang diperoleh dan dipajangnya 

untuk dijual kembali ke konsumen sudah merupakan
bekas;-----------------------------------------------------------

2.4.5. Bahwa mayoritas konsumen sepeda motor termasuk di Sulawesi 

Selatan ingin melihat dahulu motor Yomuha yang akan dibelinya, 

sehingga memajang di toko adalah bagian yang sangat penting dolam

Yamaha

proses menjual sepeda motor;------------
2.4.6. Bahwa dengan tidak adanya motor Y.

mixcd channel. maka konsumen beralih ke sho^room sub dealer yang

yang dipajang di toko

;
Y »»» * «»«»»«**

pembeli motor Yamaha yang melakukan 

dengan mired channel. mised channel akan mengantar 
pembeli ke ,ho»room ,ub dealer. sehingga posisi mixed channel hanya

sebagai perantara saja;--------------
2.48. Bahwa apabila pembelian sepeda

2.4.7. Bahwa
transaksi

motor di sub dealer menggunakan
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24.8.1. Perantara •ncncnma komisi dan sub ,*
^ RP 10000°- «•«-» rlbw rupiah) sampa, 

Rp. 150.000, (seratus lima puluh nbu ^ un.._____

4.8.2. Sub dcaler memperoleh insentif raba, motor V

(linu puluh ribu rupiah) sampai Rp.
(seratus lima puluh nbu rupiah) per unit motor._______

2.4.8.3. Bahwa sebadai

dealrr motor Yamaha

berkisar
150.000,

Rp. 50.000,

perantara, mirrrf channeI tidak

2.4.84. Bahwa selelah adanya larangan menjual motor Yamaha ke

miieJ ehanael, konsumen tidak mempunyai pilihan selain 

membeli langsung dari sub draler >» dcaler shop dan

24.8.5. Bahwa setelah adanya larangan menjual ke mited ekamtel, 

insentif rabat yang diperoleh sub dcaler berkisar 
Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) h.ngga Rp. 300.000,

(tiga ratus ribu rupiah) per unit motor,---------------------------

24.9. Bahwa dengan demikian, adanya larangan menjual motor Yamaha ke 
mited charmcl, sub dcaler dapat memperoleh insentif rabat yang lebih

besar atas tiap unit motor Yamaha yang dijualnya;---- :--------------------

2.5. Dampak Larang*» Menjual Motor Yamaha ke MUed Channe!----------------
2.5.1. Dampak Terhadap Pelaku Usaha Lain----------------------------------

2.5.l.|. Bahwa akibat kebijakan Sursco yang melarang sub Jealer 
Yamaha ke mited chauatl, menimbulkan 

adanya pelaku usaha baru dalam distribusi motor Yamaha, 

yakni cbaanel
Bahwa meskipun dermk.on. kebijakan Suraco yang melarang 

menjual moior Yamaha ke mited channe! 
mengakibatkan mited chanael tidak dapat lagi memajang dan 

menjual
Bahwa dengan adanya larangan mental motor Yamaha ke 
mited ehanael dari Suraco. menghilangkan kesempatan mited 
channel untuk ikut menjual motor Yamaha;--------------------

mumi;----

2.5.1.2-
tub

IY

2.5. L J.

2.5.2. Dampak Terhadap
I5SI Bahwa kebijakan Suraco tersebut d. ataa mengakibatkan 

tidak lagi menikmati variasi harga dari keberadann

mited channet,—

r'



2.S.2.2. Bahwa kebijakan
Suraco r- • 

berkurangnya akses konsumen . 

chnnnel dalam membeli motor Y _

‘m .̂ Majc.is Komisi menilai^

raco melarang sub dealer menjual

indlk“’-S *—■ M »M4^

tersebut di atan mengakibatkan 
lerhodap pilihan toko mixed
unuha;----

mo,or Y«n«ha ke mised

.a Majelis Komisi menilai bahwa tindakan Suraco i 

:ualikan berdasarkan Pasal 50 huruf d UU No. S Tahun 

ingan hukum antara Suraco dengan sub daalar bukan hubungan keage 

* tetapi merupakan hubungan jual beli. Suraco adalah penjual dan sub dealer
tindak sebagai pembeli;---------------------------------------------------

nwa karena sub dealer adalah pembeli putus, maka sub dealer

tersebut tidak 

i 1999, karena

nan.

ako kerugian terhadap seluruh motor Yamaha yang telah dibeli dari Suraco 

n karena ini penjual dalam hal ini Suraco tidak berhak menemukan harga

3 u pun pasar jual kembali barang-barang yang telah dibeli oleh sub dealer,-----

nya berdasarkan fakta-fakta dan penilaian tersebut di tuas, Majelis Komisi 

apakah para Terlapor melanggar UU No. 5 Tahun 1999 khususnya ketentuan

5 ayat (1) dan Pasal 19 huruf d;-------------------------------

ketentuan Pasal
b, usaha dilarang membual perjanjian dengan pelaku usaha tam yang

jasa hanya akan memasok

lersebul kepada pihak tertentu dan

15 ayat (I) Undang-undang No. S Tahun 1999 menyatakan:
memual

bahwa pihak yang menerima barang daniraian

tidak memasok kembal, barang dan aiau jasa

pada tempat tertentu ;
Menimbang bahwa Pasal 15 ayat

unsur sebagai benkut:

No. 5 Tahun 1999(|) Undang-undang

unsur-
5.1.1. Unsur PtUku Usaha- usaha berdasarkan 

5 Tahun 1999 adalah 
terbentuk 

, didirikan dan 

dalam wilayah

dimaksud dengan petak» 

angka 5 Undang-undang No.

aiau badan i

J.l.1.1. Bahwa yang 

Pasal 1 i .
“orang perorangan

baik yang 

badan hukum yangbukanbadan hukum aiau

berkedudukan aiau

hukum negara
bersama-sama 
berbagal kegiatan

5.1.1.2. D.*»» pel»»"

„elakukan
Indonesia. baik sendiri maupun

Republik
melalui perjanjian.

usaha dalam bidang
dimaksud udalnh: —..........

menyelenggarakan

ekonomi";

'
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6.1.2.2. Bahwa keguun Suraco 
6-1.2.1. mcrupak.in 

• Bahwa alasan (lndakjn SufBCO MtnUmm ,cUh (J|

bulir 2.3.2. lidak dapat dibenarkan;--------
Bahwa dengan demikian unsur melakukan

•enefen padi
Suatu ben.uk drskriminas,;----

6.1.2 j
uraikan

6.1.2.4,
praktek diskriminasi

Ifrpyuiy;-

Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Ujaha Tidak Sebal — 

»*ng dimaksud dengan persaingan „«ha tidak artar 
menurut ketentuan Pasal I angka 6 adalah -Persamgun . 
priaku usaha dolan, menjalankan kegiatan produkt, dan 

batang dan atau Jasa yang dilakukan dengan

6.13. IW

6.I.3.I. Bahwa

arau
pcmaiaran cara
tidak Jujur meta. menghambat pancingan

6.1.3,2. Bahwa larangan Suraco kepada tuh dealer

kepada mited channel tanpa membuka faktur menghambat 
mltcd channel mendapatkan kesempatan untuk menjual 

langsung ke k

tidak menjual

motor
Y

6.1.3J. Bahwa akibat 
6.1.3.2. mited 

dan hanya menerima komisi, karena 
mited channel akan diantar ke

seperti yang diuraikan pada butir

yangdmngkc

memperpanjang mata rantai transaksi;—-— 
6.1.3.4. Bahwa dengan hanya berperan sebagai perantara, 

mengakibatkan mited chonnel tidak dapat lagi memajang dun
menjual motor Yamaha langsung ke konsumen; —

6.1.3.5. Bahwa hilangnya insentif rabat yang diperoleh mited channel
sebagai pedagang, merupakan dampak persaingan 

tidak sehat yang dilnkukan oleh Suraco;-------------
6.1.3.6. Bahwa kebijakan Suraco tersebut di «tas mengakibatkan 

tidak lagi menikmati variasi harga dari keberadaan

-i
;<

U
i

mited channel. — ------ —— ------- —

6 1.3.7. Bahwa kebijakan Suraco tersebut di mengakibatkan . 

berkurangnya akses konsumen terhadap pilihan toko mited

channel dalam membeli motor Yamaha;-----------------
6.1.3.8. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka 

mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat ternenultj:

i’

r



•hwa sebelum r 
I sebagai berikut;

'* «lama dalam

mengamb,! kcpuiusan. Majel.s Komisi i
juj* mempenimbangkan hal-

«■—« - tmw—- -
.2. Bahwa datan, pemeriksaan

ianjulu,. Terlapor I menunjukkan itikad baik untuk 
meBd>^“ peniUian Majelis Koousi tentang kebijakannya 
menyampaikan

cara
surat tertulis

pengarahan. .Un perlindungan hukum;____________
Mengingat Pasal 43 .y,, (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun

yang berisi penjelasan kasus. permintaan

1999:

MEMUTUSKAN

Menyatakan Tcrlapo, I: PT. Suraeojay. Abadi Motor. Terlapor II: UD. Sinar 
Barn. dan Terlapor III: Toko Sinar Alam

Pasal 15 ayat (I) Undang-undang Nomor 5 Tahan 1999;---------------

Menyatakan Terlapor I: PT. Suracojaya Abadi Motor terbukti

Praiama. tidak terbukti melanggar

seeara sah dan

meyakinkan melanggar Pas.l 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;- 
Menyatakan Terlapor II: UD. Sinar Baru dan Terlapor III: Toko Sinar Alam 

Pratama, tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf d Undang undang Nomor 5

Tahun 1999;----------------------------------------------------------------- ----------------------

. Memerintahkan Terlapor I: PT. Suracojaya Abadi Motor untuk memberikan 
kesemparan kepada miteJ channet membeli motor Yamaha tanpa buka faktur

sebagaimana yang diberlakukan kepada chemte! murni;------- —•— ------ -----—•—

5. Menghukum Terlapor I: PT. Surarojaya Abadi Motor membayar denda sebesar 

Rp. 1.000.000.000 (satu nillvar rupiah) selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga 
puluh) hari kerja terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, 
apabila Terlapor I: PT. Suracojaya Abadi Motor tidak melaksanakan butir 4 

Putusan; Denda tersebut disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran 

penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta 1 
yang beralamat dl Jl. Ir. H. Juanda N U. 19. Jakarta Pusat melalui Bank 

Pemerintah dengan kode penerimaan 1212.------------------------------------------------------------

a

ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pathDemikian

hari Selasa tanggal 31 Oktober 2006 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan 
terbuka untuk umum pada han Rabu tanggal I November 2006 oleh Majelis Komisi yang

terdiri dari. Or. Syamsul Maarif. S.H.. LL.M. sebagai Ketua Majelis. Ir. H Tudjuddm Nocr



u oleh Dot» Prisliiu. S.H.. M .Si., Dcndy Rakhmad Suirimo, S.H., Lukmaa Sungkur, 
vl.M.. dan Abdul Hakim Panribu. S.E.. Ak.. masing-nming «bagai Invosigaioc dan 
d Sihwnbing, S.H.. dan Akhmad Muhari, S.H. masing-nming sebagai Panitera......-

Ketua Majelis.

i.t.d.

LU.M.Dr. Syamsul Maarif. S.H.,

Anggota Majelis.
Anggota Majelis,

I.t.d.
t.t.d.

Ir. H. Tadjuddin Nocr Said
Fai»l Hasan Basri.S-E.M.A

Panitera,

t.t.d. I
I.t.d.

Id Sihombing. S.H.
Akhmad Muhari. S.H.

Arno
5

I
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